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MOTTO 

 

 الْغَيْبِ  عَالِِ  إِلَى  وَسَتُ رَدُّونَ  ۖ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
هَادَةِ   تَ عْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِاَ فَ يُ نَبِّئُكُمْ  وَالشَّ

Artinya: “Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 

dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”.
*
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
*
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Marwah, 2009), 

Q.S At-Taubah Ayat 105. 
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ABSTRAK 

Nur Salsabil Islamiyah, 2023: Implementasi Asas Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 

(Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang) 

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Asas Penyelenggaraan 

Pelayanan publik oleh instasi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Haryoto Lumajang sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan penyelenggara 

pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang dalam 

melayani pelayanan masih terdapat hambatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pasal 16 penerima pelayanan 

publik mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 

asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang 

telah ditentukan.  

Fokus penelitian:1) Analisis terhadap faktor efektivitas penerapan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di 

RSUD dr. Haryoto Lumajang?. 2) Apa saja faktor penghambat kualitas pelayanan 

publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang?. Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui 

dan menganalisis sejauh mana implementasi asas penyelenggaraan pelayanan 

publik menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 di 

RSUD dr. Haryoto Lumajang. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor 

penghambat kualitas Pelayanan Publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang.  

 Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris yang digunakan dalam 

pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan yurisprudensi sosiologis, 

yang berakar pada sosiologi hokum, telah digunakan untuk menganalisis 

keberadaan hukum positif dalam masyarakat. Pendekatan yurisprudensi sosiologis 

ini mempelajari aksi dan reaksi masyarakat terkait penerapan hukum dalam 

masyarakat. 

Hasil penelitian ini berupa:1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto 

Lumajang telah menjalankan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dalam 

pelayanan yang diberikan RSUD dr. Haryoto Lumajang para petugas masih 

kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Mengenai jaminan waktu di RSUD 

dr. Haryoto Lumajang masih sering kali tidak sesuai dengan SOP. 2) Faktor yang 

menghambat pelaksanaan pelayanan publik yang ada di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang berupa adanya miskomunikasi antara petugas dengan masyarakat dan 

kurangnya ketepatan janji petugas layanan dalam memberikan jaminan ketepatan 

waktu kepada masyarakat yang menerima layanan dan kurangnya tanggapan dari 

petugas layanan yang ada di RSUD dr. Haryoto Lumajang dalam menyelesaikan 

persoalan tidak adanya informasi yang diberikan mengenai terhambatnya proses 

pelaksanaan pelayanan publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

yang menjadi dasar utama hukum agar dapat meningkatkan kualitas dan juga 

menjamin pada pengadaan layanan publik yang sesuai dengan asas-asas 

umum pemerintahan dan badan usaha yang baik untuk dapat memberikan 

suatu perlindungan terhadap masyarakat dan penduduk negara dari adanya 

penyelewengan wewenang di dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan 

publik merupakan suatu aktivitas dalam kegiatan untuk pemenuhan pada 

kebutuhan dari pelayanan yang mana sesuai pada aturan undang-undang untuk 

kepentingan seluruh masyarakat di negara Indonesia atas layanan administrasi 

dan jasa yang sudah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
1
 

Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang di dalam pelaksanaannya 

kental akan nilai-nilai sistem kepercayaan yang berlaku dilihat dari segi sosial 

budayanya. Sedangkan dari perspektif hukum, pelayanan publik  dapat dilihat 

sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan 

perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar 

warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.
2
 

                                                             
1 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1, (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
2
Sirajudin  et al., Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, 

(Malang: Setara Press, 2012), 12. 
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan 

antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Undang-

undang ini, membangun hubungan timbal balik antara penyelenggara 

pelayanan publik dan masyarakat secara keseluruhan.
3
 Penyelenggara 

berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan 

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 

kondisi lingkungan.
4
 Dalam menyusun standar pelayanan, penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait supaya dilakukan 

dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, 

memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan 

keberagaman.
5
 

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah pemerintah dengan aparatur 

negara. Selain aparatur negara pelayanan publik juga diselenggarakan oleh 

pihak swasta, walaupun keterlibatan swasta selalu diatur oleh pemerintah. 

Keterlibatan swasta dalam pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari aturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Sopan santun para penyelenggara 

pelayanan publik didalam melayani masyarakat yang dilayani jelas 

diperlukan. Demikianpun dengan rakyat yang membutuhkan pelayanan harus 

                                                             
3
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 2, (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038). 
4
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 20 Ayat 1, (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
5
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 20 Ayat 4, (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 



 

 

3 

memiliki sifat sopan santun terhadap penyelenggara pelayanan publik juga 

perlu bahkan diwajibkan dalam tatanan kehidupan sosial.
6
 

Dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

terkadang pelayanan yang diberikan mengalami perubahan, tetapi perubahan 

ini terjadi bukan karena tuntutan pengguna. Di sini locus control masih di 

pihak penyelenggara pelayanan, tetapi posisi penyelenggara tidak terlalu 

tinggi karena sudah ada lebih dari satu penyelenggara pelayanan. Dengan 

demikian, sifat pelayanannya dikendalikan oleh penyelenggara pelayanan.
7
 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan.
8
 

Pelayanan Publik menjadi sesuatu yang penting dimana ada orang 

yang dilayani, melayani, dan jenis pelayanan yang diberikan. Pelayanan 

publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak bisa disepelekan oleh 

pemerintah, karena jika salah satu bagian pelayanan terhenti kemungkinan 

semua layanan akan terkendala. Oleh karena itu, dibutuhkann rencana yang 

baik dan juga standar pelayanan yang sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan pada masyarakat. Peran penting pelayanan publik ada pada setiap 

jenjang instansi publik agar dapat mendekatkan pelayanan publik kepada 

                                                             
6
  Philipus Ngorang, Etika Pelayanan Publik Sebuah Pengantar, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 

31-32.  
7
 Badu Ahmad, Pelayanan Publik Teori dan Praktik, (Bandung: MMTL, 2018), 62. 

8
 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4. 
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masyarakat. Pelayanan publik merupakan bentuk kepedulian dan kewajiban 

pemerintah terhadap masyarakatnya. Hal ini menunjukkan pentingnya 

pelayanan publik sebagai bagian dari penyelengaraan negara. Sebagai suatu 

kewajiban instansi pemerintah pelayanan publik dituntut memberikan 

pelayanan berkualitas bagi masyarakat yang merupakan sebagai suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka memberikan 

layanan yang optimal bagi masyarakat penggunanya.
9
 

Tujuan Penyelenggaraan adanya pelayanan publik agar dapat 

memberikan sebuah layanan dan kepuasan yang sesuai dengan keinginan 

masyarakat atau pada pelayanan umumnya. Penyelenggaraan dari pelayanan 

adalah suatu upaya dari negara agar dapat memenuhi terhadap kebutuhan 

utama dari hak-hak setiap masyarakat yang sudah disediakan oleh 

penyelenggara dari pelayanan publik tersebut.
10

 

Pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan undang-undang pelayanan 

publik atau penyelenggara merupakan setiap badan penyelenggara negara, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, atasan satuan kerja penyelenggara merupakan 

pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih 

satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, organisasi penyelenggara 

pelayanan publik atau organisasi penyelenggara merupakan satuan kerja 

                                                             
9
 Asrida and Puspita Pohan, “Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan 

Marpoyan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, (Januari 2018), 22-23, 

https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3118.  
10

 Muhammad Fitri Rahmadana, et all.  Pelayanan Publik, (Medan: YKM, 2020), 3, 

https://www.researchgate.net/profile/MadeSupriadi/publication/348418784_Pelayanan_Publik/link

s/5ffdfefc92851c13fe09c035/Pelayanan-Publik.pdf. 
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penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan badan 

penyelenggara negara, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, pelaksana pelayanan 

publik atau pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang 

yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan 

kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan publik.
11

  

Pada lingkup instansi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, 

Rumah Sakit Umum Daerah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan. Kinerja instansi 

pelayanan publik tergantung kepada kerjasama tim, pembagian kerja secara 

profesional, partisipasi masyarakat, budaya organisasi baik dan dukungan 

pimpinan oragnisasi. Berkaitan dengan itu dalam peraturan pemerintah 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik
12

 bahwasanya kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan 

bagi setiap warga negara atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi asas pelayanan publik.
13

  

Dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi 

pemerintah penyelenggara layanan merupakan bentuk yang diberikan oleh 

                                                             
11

Erika Revida, et all. Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: YKM, 2021), 70. 

https://kitamenulis.id/2021/05/03/manajemen-pelayanan-publik/. 
12

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembar Negara Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
13

 Bandiyono A, “Penerapan Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak”,  Jurnal Demokrasi 

Dan Otonomi Daerah, Vol. 16 No. 1, (Januari 2018) 19-24, 

https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/5852/5405. 
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pemerintah sebagai unsur pemberi layanan publik kepada masyarakat, dan 

masyarakat sebagai unsur penerima layanan publik untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhan masyarakat.
14

 Peningkatan kualitas pelayanan yang baik 

tidak harus hanya berasal dari sudut penyelenggara saja, tetapi harus pula 

berasal dari sudut pandang masyarakat. Penyelenggara layanan harus pula 

mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan dikatakan 

berkualitas atau memuaskan jika pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap 

suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan 

tidak berkualitas. Karena itu, kualitas pelayanan sangat penting dan selalu 

fokus pada kepuasan pelanggan. 
15

 

Asas-asas dan tujuan pelayanan publik dipakai untuk pedoman dalam 

penyelengaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan 

sebagi indikator terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan pelayanan dari 

masyarakat. Guna menjamin mutu masyarakat terhadap penyelenggara 

layanan, dengan meningkatnya kualitas layanan diharapkan kepuasan 

masyarakat akan meningkat dan loyalitas pengguna akan dapat tercipta. Oleh 

karena itu penyelenggara layanan harus mengetahui keinginan dan kebutuhan 

layanan pengguna pada saat ini, karena pengguna layanan yang tidak puas 

                                                             
14

Sri Maulidiah, Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan, (Bandung: Indra 

Prahasta, 2014), 102, 

https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf. 
15

Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 36. 
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terhadap pelayanan yang diberikan akan cenderung mencari penyelenggara 

layanan lain yang dapat memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik.
16

  

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang sebagai salah satu 

sarana yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki 

peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan kesehatan 

masyarakat. Oleh karena itu, RSUD dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang bermutu sesuai standart yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh 

masyarakat. RSUD dr. Haryoto Lumajang adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

yang mempunyai tugas dan fungsi: penyelenggaraan pelayanan pengobatan 

dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit; 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pengembangan bidang kesehatan 

dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 

ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
17 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam Pasal 16 menjelaskan, Penerima 

pelayanan publik mempunyai hak : 

a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan 

tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah 

ditentukan; 

                                                             
16

Sudirman, et all. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, (Palu: Ara Digital Mandiri,  2023), 19, 

https://eprints.uad.ac.id/42110/1/ISBN%20Manajemen%20Mutu%20Pelayanan%20Kesehatan.pdf 
17

RSUD dr.Haryoto, “Maklumat Pelayanan”, Lumajang: 2018, 

http//Rsudharyoto.lumajangkab.go.id, diakses pada 1 Januari 2023. 
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b.  mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-

lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan 

publik; 

c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik; 

d. mengawasi penyelenggaraan  pelayanan publik dan sarana prasarana 

pelayanan publik; 

e. mendapatkan pelayanan yang tidak deskriminatif, santun, bersahabat dan 

ramah; 

f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara untuk mendapatkan 

penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku; 

g. mendapatkan pembelaan dan perlindungan, dalam upaya penyelesaian 

sengketa pelayanan publik.
18

 

 

Fakta di lapangan berdasarkan observasi pelaksanaan penyelenggara 

pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang dalam 

melayani pelayanan masih terdapat hambatan. Masyarakat sering kali 

menunggu lama dan mengalami pelanggaran yang deskriminatif dan tidak 

ramah dalam memberikan pelayanannya dan peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian di RSUD dr. Haryoto Lumajang yang sesuai pada Pasal 23 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini dilaksanakan agar 

dapat mengetahui lebih lanjut terhadap implementasi dari asas 

penyelenggaraan pelayanan publik pada RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan 

mengambil judul Implementasi Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 

(Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang). 

 

                                                             
18

 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik Pasal 

16, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 9). 
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B. Fokus Penelitian 

1. Analisis terhadap faktor efektivitas penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang? 

2. Apa saja faktor penghambat kualitas pelayanan publik di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi asas 

penyelenggaraan pelayanan publik menurut Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor penghambat kualitas 

Pelayanan Publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat memberikan refrensi teori untuk penyelesaian beberapa 

masalah terkait pelayanan publik. 

b. Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi oleh masyarakat terkait 

Implementasi Peraturan Daerah No 8 tahun 2016 Kabupaten 

Lumajang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau 

refrensi bagi mahasiswa dalam proses belajar dan bisa mengetahui 

kualitas pelayanan publik pada RSUD di Kabupaten/Kota. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas 

wawasan, refrensi, dan pengetahuan mengenai kualitas pelayanan 

publik. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai apa saja yang menjadi faktor terhambatnya atau 

minus dalam pelayanan publik yang terjadi di RSUD.  

E. Definisi Istilah 

1. Implementasi  

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu 

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan tertentu.19 

2. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), Asas  merupakan 

dasar atau hukum dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam 

                                                             
19

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, 

https://kbbi.web.id/implementasi. diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
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mengambil berbagai keputusan penting dalam hidupnya.
 20

 Sedangkan kata 

penyelenggaraan menurut KBBI mengarah pada arti proses seperti 

pelaksanaan.
21

 Kemudian makna kata Pelayanan menurut KBBI mengarah 

pada arti membantu mengurus apa yang diperlukan seseorang.
22

 Terakhir, 

makna kata Publik menurut KBBI mengarah pada arti orang banyak 

(umum).
23

 

Sehingga dapat dipahami bahwa Asas Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik sendiri merupakan suatu dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik guna menjadi acuan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun penyelenggara. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Kata peraturan menurut KBBI memiliki makna tatanan (petunjuk, 

kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur manusia atau masyarakat 

dengan batasan batasan tertentu. 
24

 Sedangkan kata Daerah menurut KBBI 

memiliki arti lingkungan suatu kota (wilayah dan sebagainya).
25

  

                                                             
20

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/asas. 

diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
21

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, 

https://kbbi.web.id/penyelenggaraan. diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
22

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring, 

https://kbbi.web.id/pelayanan. diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
23

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/publik. 

diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
24

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, 

https://kbbi.web.id/peraturan. diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
25

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/daerah. 

diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 

https://kbbi.web.id/pelayanan
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Sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah 

peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau 

kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta peran masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, 

bermanfaat bagi masyarakat.26 

4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang 

Kata Rumah Sakit menurut KBBI memiliki arti gedung tempat 

menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi 

berbagai masalah kesehatan. 27 Sedangkan kata umum menurut KBBI 

memiliki arti untuk orang banyak, tidak menyangkut yang khusus tertentu 

saja.28 Kemudian yang terakhir kata Daerah menurut KBBI memiliki arti 

lingkungan suatu kota wilayah dan sebagainya.29 

Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi di 

bawah naungan pemerintah, yang berkomitmen untuk menyediakan 

beragam layanan kesehatan bagi masyarakat luas, terlepas dari kondisi 

atau masalah spesifik dari masing-masing pasien. 

 

 

                                                             
26

 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta; Kanisus, 2007), 202. 
27

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, 

https://kbbi.web.id/rumahsakit. diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/umum. 

diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
29

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus versi online/daring, https://kbbi.web.id/daerah. 

diakses pada Kamis, 29 Desember 2022. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti 

sebagaimana berikut ini: 

 Bab I, Membahas mengenai konteks, fokus, tujuan, manfaat, 

definisi istilah dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dan fungsi dari bab I ini yaitu memperoleh gambaran 

secara umum terkait dengan pembahasan dari skripsi ini; 

 Bab II, Membahas mengenai kajian pustaka dan kajian teori. 

Kajian pustaka berupa penelitian terdahulu dari skripsi sebelumnya. 

Kajian teori berisikan mengenai teori implementasi, teori efektifitas 

hukum, asas penyelenggaraan pelayanan publik, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang administrasi pemerintahan, konsep pelayanan public, konsep fiqh 

siyasah. Pembahasan teori yang akan dijadikan perspektif dalam 

melakukan penelitian guna memperluas wawasan peneliti agar sesuai 

dengan rumusan dan tujuan yang terdapat pada skripsi ini; 

 Bab III, membahas mengenai metode penelitian yang memuat jenis 

dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian; 

 Bab IV, merupakan bagian inti dari skripsi ini karena didalamnya 

menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah yang terdapat dalam 

skripsi ini. Pada bab ini membahas mengenai implementasi asas 
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penyelenggaraan pelayanan publik perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 studi kasus di RSUD dr. Haryoto Lumajang, faktor 

penghambat kualitas pelayanan publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang, 

yang berfungsi sebagai memperluas wawasan skripsi ini; 

 Bab V, merupakan bab yang terakhir dimana pada bab ini berisikan 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Rozi Afrizal (2022), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 

dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi 

Pengguna BPJS Perspektif Fiqh Siyasah.31  

Isu hukum yang ada bahwa pelayanan publik di Puskesmas 

Tanjung Dalam Kabupaten Bengkulu Tengah belum sesuai yang 

diharapkan masyarakat oleh karna itu banyak sekali terdengar dari 

masyarakat bahwa terdapat perbedaan pelayanan, keterlambatan saat 

pemeriksaan, tidak santun dan tidak ramah, yang terdapat banyak 

menimbulkan pelanggaran diskriminatif pada pelayanan publik di 

Puskesmas Tanjung Dalam, Persoalan terhadap pelayanan kesehatan bagi 

pengguna BPJS di Puskesmas Tanjung Dalam masih belum terdapat 

kesenjangan. 

 Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

bahwasanya pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tanjung Dalam, 

yang dilakukan oleh pegawai kesehatan di Puskesmas Tanjung Dalam 

                                                             
31 Rozi Afrizal, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna BPJS Perspektif Fiqh Siyasah”, (skripsi 

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022). 
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telah berusaha mengikuti dengan prosedur yang sudah ada. Sementara itu 

tanggapan dari masyarakat yang menggunakan pelayanan BPJS 

Kesehatan di Puskesmas Tanjung Dalam dari delapan responden 

masyarakat ada dua orang dari masyarakat setempat yang mengeluhkan 

mengenai pelayanan yang diberikan sedangkan enam orang lainnya 

mengutarakan respon positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

pihak dari Puskesmas Tanjung Dalam. 

 Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan 

peneliti adalah peneliti terdahulu meneliti tentang Implementasi Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap 

Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna BPJS Perspektif Fiqh Siyasah 

sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

2. Binti Ghufronah 2019, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul 

“Pelayanan Publik Di Puskesmas Tunggangri Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung.”32 

Isu hukum berupa tidak terlaksananya pelayanan yang baik pada 

Puskesmas Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, 

yaitu Jatimtimes Tulungagung merasa jengkel dan tidak terima dengan 

pelayanan di Puskesmas Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

                                                             
32

 Binti Ghufeonah, “Pelayanan Publik Di Puskesmas Tunggangri Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung”, (skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019). 
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Tulungagung seorang pasien memposting komplain di media sosial 

mengaku menerima pelayanan dengan tidak semestinya. Pelayanan yang 

dilakukan relatif lama dan kurang adil sebab pasien yang datang terlebih 

dahulu terkadang tidak mendapatkan pelayanan dengan segera dan pasien 

yang datang belakangan malah mendapatkan pelayanan dengan segera. 

Selain itu juga Pelayanan yang seharusnya pelayanan ditutup jam 11 tapi 

sebelum jam 11 sudah di tutup. Dalam postingan tersebut pasien juga 

menyertakan video berupa aktivitas pelayanan di Puskesmas tersebut 

sibuk sendiri dengan Gadgetnya. 

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil dalam penelitian 

ini berupa pelayanan publik di Puskesmas Tunggangri ditinjau dari 

peraturan perundang-undangan dalam hal prosedur, proses penyelesaian, 

dan syarat dalam pelayanan publik di Puskesmas dalam pemberlakuan 

komponen standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik sudah cukup baik dan pemberlakuan asas 

pelayanan publik juga sudah cukup baik. Dalam hal pelaksanaan standar 

pelayanan di bidang kesehatan menurut peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang 

kesehatan sudah dijalankan dengan cukup baik di Puskesmas 

Tunggangri. Dan mengenai sarana prasarana di Puskesmas Tunggangri 
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masih perlu adanya peningkatan guna sebagai penunjang dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini 

untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk lebih 

memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang berkunjung ke 

Puskesmas dengan memberikan apa yang mereka butuhkan sehingga 

dapat mengurangi keluhan akan pelayanan kesehatan. 

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah 

peneliti terdahulu meneliti tentang Pelayanan Publik Di Puskesmas 

Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sedangkan 

peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

3. Mahfiro 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul 

“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pelayanan Di RSUD Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung)”.
33

  

 Isu hukum dalam penelitian ini RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung dalam melayani pelayanan diduga banyak melakukan 

peelanggaran diskriminatif, tidak santun dan tidak ramah dalam 

memberikan pelayanan dan penulis merasa perlu melakukan penelitian 

                                                             
33 Mahfiroh, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Perspektif Fiqh Siyasah Studi Pada Pelayanan Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung”. (skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020). 
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lanjut di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang sesuai dengan undang-

undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Fakta-fakta yang 

menunjukan dari masyarakat bahwa pelayanan publik di RSUD Dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum sesuai yang diharapkan 

masyarakat oleh karna itu banyak sekali terdengar dari masyarakat bahwa 

terdapat perbedaan pelayanan, keterlambatan saat pemeriksaan,tidak 

santun dan tidak ramah, yang terdapat banyak menimbulkan pelanggaran 

diskriminatif pada pelayanan publik di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung. 

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research), penelitian lapanagan (field research) yaitu penelitian lapangan 

yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Kemudian sifat 

penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan 

metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis 

dan objektif, menegenai fakta- fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 

di antara unsur-unsur yang ada fenomena tertentu. 

 Hasil penelitian bahwa pelayanan di RSUD Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung belum maksimal dalam pelaksanaan pelayanan publik 

dan belum sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 belum memenuhi kriterian pelayanan publik yang baik dan belum 

mampu mengayomi masyrakat dengan sepenuh hati dan karna terdapat 

perbedaan pelayanan. Pelayanan publik dalam perspektif fiqh siyasah 
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sama dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yaitu melaksanakan 

kewajiban dan menghindari yang munkar hasil penelitian menyatakan 

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek belum menjalankan 

sesuai dengan fiqh siyasah maka dari itu kedepannya di sarankan untuk 

bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Syariat Islam. 

 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

adalah peneliti terdahulu meneliti tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi Pada Pelayanan Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung) sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Asas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

4. Nahdia Dulsan 2021, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di 

Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik menurut Fiqih Siyasah.”
34

 

Isu hukum dalam penelitian ini berupa masyarakat merasa kurang 

puas terhadap pelayanan BPJS kesehatan, karena rumitnya prosedur 

pelayanan BPJS Kesehatan yang menerapkan prosedur pelayanan yang 

berjenjang, dimana pelayanan BPJS Kesehatan dengan Pelayanan Umum 

                                                             
34 Nahdia Dulsan, “Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menurut Fiqih Siyasah”. 
(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021). 
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sangat berbeda hal ini dapat dilihat dari tindakan pelayanannya seperti 

lebih mengutamakan pasien Umum daripada pasien BPJS kesehatan. 

Selain itu, banyaknya keluhan tentang administrasi surat rujukan yang 

harus selalu diupdate khususnya peserta yang penyakitnya butuh biaya 

besar, pelayanan tindakan tertentu seperti operasi yang kerap diundur 

atau sulitnya mendapatkan jadwal tindakan akibat penuh, dan 

pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditangung sepenuhnya oleh 

BPJS Kesehatan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 yang berbunyi “BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem 

jaminan sosial berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi dan wawancara, dan analisis dokumen. 

Hasil penelitian berupa pelayanan BPJS Kesehatan yang dilakukan 

Puskesmas Perawang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik bisa dikatakan masih belum mendapatkan 

hasil pelayanan yang maksimal. Dimana jumlah pasien yang berobat 

banyak sedangkan petugas puskesmas yang kurang. Hal ini perlu adanya 

penambahan petugas di Puskesmas untuk menunjang pelayanan yang 

lebih maksimal lagi. Kendala dalam pelayanan kesehatan pihak 

Puskesmas antara lain jaringan internet yang sering hilang hal ini 

memperlambat proses pendaftaran, selanjutnya keluhan dari masyarakat 
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dengan aturan pelayanan yang sudah ditentukan aturannya dan ruangan 

yang terbatas. 

Saran dari penelitian ini diharapkan lebih memperhatikan lagi 

pelayanan kesehatan yang berada didaerah-daerah khususnya Puskesmas 

Perawang dan diharapkan bisa menambah jumlah petugas agar pelayanan 

BPJS Kesehatan berjalan dengan lebih baik lagi. 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah 

peneliti terdahulu meneliti tentang Pelaksanaan Pelayanan BPJS 

Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menurut Fiqih Siyasah 

sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

5. Mutia Kamaluddina Ummah 2023, Mahasiswa Program Studi Hukum 

Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah 

Tulungagung dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Standar Pelayanan 

Publik berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Studi Kasus 

Pelayanan Publik di Puskesmas Karangrejo.”35 

Isu hukum dalam penelitian ini berupa beragamnya latar belakang 

masyarakat yang menggunakan pelayanan publik Puskesmas Karangrejo 

menyebabkan setiap individu belum tentu memiliki pemahaman yang 

sama mengenai peraturan yang berlaku hingga prosedur yang harus 

                                                             
35

 Mutia Kamaluddina Ummah, “Efektivitas Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik berdasarkan 

Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Studi Kasus Pelayanan Publik di Puskesmas Karangrejo”. (skripsi 

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023). 
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dilakukan dalam pelayanan. Akibatnya, dalam prosesnya tak jarang 

masyarakat menemui adanya perlakuan diskriminatif dan kualitas 

pelayanan yang diberikan masih dirasa rendah dan membingungkan 

sehingga mempengaruhi output efektivitas dalam pelayanan. Selain dari 

faktor keberagaman pengguna layanan publik, Sumber Daya Manusia 

(SDM) juga memiliki pengaruh besar pada sebuah instansi, baik yang 

menyangkut komitmen pimpinan, kualitas, moralitas dan sistem yang 

digunakan merupakan faktor penentu kinerja birokrasi instansi 

pemerintah. Belum digunakannya teknologi informasi yang tepat dalam 

mekanisme penyelenggaraan layanan publik juga merupakan salah satu 

faktor penghambat. Teknologi menjadi hal penentu birokrasi 

pemerintahan dalam pemberian layanan, dimana teknologi harus menjadi 

pendukung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian hukum empiris yang melibatkan 44 orang 

responden sebagai sampel dalam mengukur efektivitas pelayanan yang 

diberikan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui 

kuisioner yang disebarkan pada responden dan observasi pada sasaran. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan standar 

pelayanan publik di Puskesmas Karangrejo dengan menggunakan teori 

yang dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani Husein serta beberapa 

indikator dari Siagian, yakni prosedur pelayanan, semangat kerjasama 
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dan loyalitas serta gaya dalam pelayanan, sarana prasarana dan 

kecermatan dalam pelayanan menunjukkan tingkatan efektif, namun 

masih memerlukan peningkatan dan perbaikan pada sejumlah aspek. 

Penulis menyimpulkan pelayanan publik pada Puksesmas Karangrejo 

berjalan sesuai dengan hukum positf dan fiqih siyasah karena memenuhi 

asas-asas yang ada kesejahteraan rakyat terjamin oleh pemerintah. 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

adalah peneliti terdahulu meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Publik berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah 

Studi Kasus Pelayanan Publik di Puskesmas Karangrejo sedangkan 

peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama, 

TahunAsal 

Universitas 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Metode Penelitian 

dan Pendekatan 
Hasil Penelitian 

1. Rozi Afrizal, 

2022, 

Universitas 

Islam Negeri 

Fatmawati 

Sukarno 

Bengkulu. 

Persamaan dan 

perbedaan dalam 

penelitian terdahulu 

dengan peneliti adalah 

peneliti terdahulu 

meneliti tentang 

Implementasi Undang-

Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 

Terhadap Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Pengguna BPJS 

Perspektif Fiqh Siyasah 

Metode penelitian 

menggunakan 

penelitian deskriptif 

kualitatif, dengan 

penelitian yang 

dilakukan yaitu 

menggunakan teknik 

pengumpulan dari 

observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 
 

Pelayanan BPJS 

Kesehatan di Puskesmas 

Tanjung Dalam, yang 

dilakukan oleh pegawai 

kesehatan di Puskesmas 

Tanjung Dalam telah 

berusaha mengikuti 

dengan prosedur yang 

sudah ada. Sementara itu 

tanggapan dari masyarakat 

yang menggunakan 

pelayanan BPJS 

Kesehatan di Puskesmas 

Tanjung Dalam dari 
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No 

Nama, 

TahunAsal 

Universitas 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Metode Penelitian 

dan Pendekatan 
Hasil Penelitian 

sedangkan peneliti 

meneliti tentang 

Implementasi Asas 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Perspektif Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

delapan responden 

masyarakat ada dua orang 

dari masyarakat setempat 

yang mengeluhkan 

mengenai pelayanan yang 

diberikan sedangkan enam 

orang lainnya 

mengutarakan respon 

positif terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pihak 

dari Puskesmas Tanjung 

Dalam. 

2. Binti 

Ghufronah, 

2019, Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Tulungagung. 

Persamaan dan 

perbedaan peneliti 

terdahulu dengan peneliti 

adalah peneliti terdahulu 

meneliti tentang 

Pelayanan Publik Di 

Puskesmas Tunggangri 

Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung 

sedangkan peneliti 

meneliti tentang 

Implementasi Asas 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Perspektif Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

Metode penelitian 

menggunakan 

penelitian kualitatif, 

dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu 

dengan teknik 

pengumpulan data 

menggunakan metode 

observasi dan 

wawancara. 

 

Pelayanan publik di 

Puskesmas Tunggangri 

ditinjau dari peraturan 

perundang-undangan 

dalam hal prosedur, proses 

penyelesaian, dan syarat 

dalam pelayanan publik di 

Puskesmas dalam 

pemberlakuan komponen 

standar yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik sudah 

cukup baik dan 

pemberlakuan asas 

pelayanan publik juga 

sudah cukup baik. Dalam 

hal pelaksanaan standar 

pelayanan di bidang 

kesehatan menurut 

peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 43 

Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan 

Minimal di bidang 

kesehatan sudah 

dijalankan dengan cukup 

baik di Puskesmas 

Tunggangri. Dan 

mengenai sarana 

prasarana di Puskesmas 
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No 

Nama, 

TahunAsal 

Universitas 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Metode Penelitian 

dan Pendekatan 
Hasil Penelitian 

Tunggangri masih perlu 

adanya peningkatan guna 

sebagai penunjang dalam 

memberikan pelayanan 

yang berkualitas. 

 3. Mahfiro, 

2020, 

Universitas 

Islam Negeri 

Raden Intan 

Lampung. 

Persamaan dan 

perbedaan penelitian 

terdahulu dengan peneliti 

adalah peneliti terdahulu 

meneliti tentang 

Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik 

Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi Pada Pelayanan Di 

RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi 

Lampung) sedangkan 

peneliti meneliti tentang 

Implementasi Asas 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Perspektif Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

Menggunakan 

penelitian lapangan 

(field research), 

penelitian lapanagan 

(field research) yaitu 

penelitian lapangan 

yang dilakukan dalam 

ranah kehidupan yang 

sebenarnya. 

Kemudian sifat 

penelitian ini yaitu 

bersifat deskriptif 

analitis yang 

dimaksud dengan 

metode deskriptif 

adalah “suatu metode 

dalam meneliti suatu 

objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan 

objektif, menegenai 

fakta- fakta, sifat-

sifat, ciri-ciri serta 

hubungan di antara 

unsur-unsur yang ada 

fenomena tertentu. 

Pelayanan di RSUD 

Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung belum 

maksimal dalam 

pelaksanaan pelayanan 

publik dan belum sesuai 

dengan pasal 34 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 

2009 belum memenuhi 

kriterian pelayanan publik 

yang baik dan belum 

mampu mengayomi 

masyrakat dengan 

sepenuh hati dan karna 

terdapat perbedaan 

pelayanan. Pelayanan 

publik dalam perspektif 

fiqh siyasah sama dengan 

prinsip amar ma’ruf nahi 

munkar yaitu 

melaksanakan kewajiban 

dan menghindari yang 

munkar hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Abdul Moeloek 

belum menjalankan sesuai 

dengan fiqh siyasah maka 

dari itu kedepannya di 

sarankan untuk bekerja 

sesuai dengan Undang-

Undang dan ketentuan 

Syariat Islam. 

4. Nahdia 

Dulsan, 2021, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Persamaan dan 

perbedaan penelitian 

terdahulu dengan peneliti 

adalah peneliti terdahulu 

meneliti tentang 

Metode penelitian 

menggunakan 

penelitian kualitatif, 

dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu 

Pelayanan BPJS 

Kesehatan yang dilakukan 

Puskesmas Perawang 

berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 
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No 

Nama, 

TahunAsal 

Universitas 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Metode Penelitian 

dan Pendekatan 
Hasil Penelitian 

Kasim Riau 

Pekanbaru. 

Pelaksanaan Pelayanan 

BPJS Kesehatan di 

Puskesmas Perawang 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 

menurut Fiqih Siyasah 

sedangkan peneliti 

meneliti tentang 

Implementasi Asas 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Perspektif Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik.  

dengan teknik 

pengumpulan data 

menggunakan metode 

observasi dan 

wawancara, dan 

analisis dokumen. 

 

2009 tentang Pelayanan 

Publik bisa dikatakan 

masih belum mendapatkan 

hasil pelayanan yang 

maksimal. Dimana jumlah 

pasien yang berobat 

banyak sedangkan petugas 

puskesmas yang kurang. 

Hal ini perlu adanya 

penambahan petugas di 

Puskesmas untuk 

menunjang pelayanan 

yang lebih maksimal lagi. 

Kendala dalam pelayanan 

kesehatan pihak 

Puskesmas antara lain 

jaringan internet yang 

sering hilang hal ini 

memperlambat proses 

pendaftaran, selanjutnya 

keluhan dari masyarakat 

dengan aturan pelayanan 

yang sudah ditentukan 

aturannya dan ruangan 

yang terbatas. 

5. Muttia 

Kamaluddina 

Umah, 2023, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sayyid Ali 

Rahmatullah 

Tulungagung. 

Persamaan dan 

perbedaan penelitian 

terdahulu dengan peneliti 

adalah peneliti terdahulu 

meneliti tentang 

Efektivitas Pelaksanaan 

Standar Pelayanan Publik 

berdasarkan Hukum 

Positif dan Fiqh Siyasah 

Studi Kasus Pelayanan 

Publik di Puskesmas 

Karangrejo sedangkan 

peneliti meneliti tentang 

Implementasi Asas 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Perspektif Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif 

dengan jenis 

penelitian hukum 

empiris yang 

melibatkan 44 orang 

responden sebagai 

sampel dalam 

mengukur efektivitas 

pelayanan yang 

diberikan. Jenis data 

yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri 

dari data primer dan 

data sekunder dengan 

teknik pengumpulan 

data melalui kuisioner 

yang disebarkan pada 

Bahwa efektivitas 

pelaksanaan standar 

pelayanan publik di 

Puskesmas Karangrejo 

dengan menggunakan 

teori yang dikemukakan 

oleh Hari Lubis dan 

Martani Husein serta 

beberapa indikator dari 

Siagian, yakni prosedur 

pelayanan, semangat 

kerjasama dan loyalitas 

serta gaya dalam 

pelayanan, sarana 

prasarana dan kecermatan 

dalam pelayanan 

menunjukkan tingkatan 

efektif, namun masih 
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No 

Nama, 

TahunAsal 

Universitas 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Metode Penelitian 

dan Pendekatan 
Hasil Penelitian 

Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

 

responden dan 

observasi pada 

sasaran. 

memerlukan peningkatan 

dan perbaikan pada 

sejumlah aspek. Penulis 

menyimpulkan pelayanan 

publik pada Puksesmas 

Karangrejo berjalan 

sesuai dengan hukum 

positf dan fiqih siyasah 

karena memenuhi asas-

asas yang ada 

kesejahteraan rakyat 

terjamin oleh pemerintah. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Implementasi 

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau suatu tindakan dari 

sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan, 

implementasi dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap 

sempurna. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan 

proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan 

tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu 

tertentu. Pada dasarnya implementasi merupakan upaya untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat 

terpenuhi pelaksanaannya.
36

  

Agar rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-

                                                             
36

 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: AIPI, 2006), 45, 

https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf. 
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sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksanakannya suatu kegiatan. 

Pelaksanaan atau implementasi dari suatu kegiatan atau program 

merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk 

keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah 

yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan 

sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.
37

  

Implementasi. merupakan kegiatan untuk menyalurkan keluaran 

kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor 

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan 

kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap benar-benar selesai, implementasi juga bisa berarti pelaksanaan 

yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti 

melaksanakan, serta merupakan tindakan ataupun pelaksanaan dari sebuah 

perencanaan yang disusun dalam proses pelaksanaan secara matang dan 

terperinci. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek sesuai dengan proses pelaksanaan ide, program 

atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil 

yang diharapkan.
38

 

                                                             
37

 Nurdin Usman, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 

No. 1,  (Maret 2015), 170, 

https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/Jurnal%20(03-04-15-01-02-

56).doc. 
38

 Guntur Setiawan, “Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan”, Jurnal Governance, Vol. 1 

No. 1, (Januari 2021), 3, 
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2. Teori Efektifitas Hukum 

Teori Efektivitas Hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono 

Soekanto, bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok 

dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika 

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia 

sehingga menjadi perilaku hukum.
39

 Menurut Soerjono Soekanto, teori 

efektivitas ini mencakup berbagai fungsi hukum, yang meliputi peran 

dalam menetapkan aturan dan dampaknya terhadap perilaku dan sikap 

manusia. Teori efektivitas menurut Soerjono Soekamto merupakan salah 

satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku 

adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak 

hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi 

mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 

yang bersifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat 

berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka 

diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu 

sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan 

dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum 

tersebut adalah efektif. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang 

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. 

Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku 

                                                                                                                                                                       
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/34569/32453/72970. 
39

 Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Pengaturan Sanksi, (Bandung: Remadja Karya 

Grafindo Persada, 2008), 8. 
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dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Hukum atau peraturan perundang-

undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut 

mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan 

perundang-undangan tersebut telah dicapai. Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi efektivitas hukum  efektif atau tidaknya suatu hukum dapat 

ditentukan oleh lima faktor, sebagaimana berikut:.
40

  

a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang). 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana dan prasarana yang memfasilitasi penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, berkaitan dengan lingkungan di mana hukum 

diterapkan. 

e. Faktor waktu, yaitu sebagai patokan disiplin tidaknya para aparatur 

pemberi layanan. 

Faktor-faktor ini merupakan esensi daripada penegakan hukum, juga 

merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Peraturan 

perundang-undangan berusaha agar aparatur negara dan masyarakat dapat 

menerapkan aturan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Setiap orang 

dilihat sama di depan hukum equality before the law. Hal ini mendorong 

prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap anggota masyarakat 

dianggap sama di mata hukum. Namun dalam praktiknya, peraturan 
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hukum sering kali diabaikan dalam pelaksanaannya, sehingga 

menimbulkan ketidakefektifan peraturan hukum. Jika hukum dilaksanakan 

dengan jelas dan baik maka dapat dikatakan efektif. Dikatakan efektif 

karena undang-undangnya jelas dan tidak bersyarat dalam pelaksanaannya, 

jika aparatur negara menerapkannya secara konsisten maka masyarakat 

yang terkena dampak regulasi tersebut mendukungnya.
41

 

3. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik  

menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap warga negara berupa jasa 

atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

merupakan penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan orang yang 

berkepentingan dengan lembaga tersebut dengan cara yang telah 

ditentukan untuk memastikan layanan yang optimal kepada penerima 

layanan. Pelayanan publik merupakan kegiatan suatu kelompok maupun 

individu dalam suatu lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Maka pelayanan publik menjadi sangat penting karena 

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jika pelayanan publik 
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dihilangkan maka kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi secara 

maksimal.
42

  

Asas-asas yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik, khususnya pada pasal keempat, dirancang 

untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyedia 

layanan publik.
43

 Asas-asas ini berfungsi sebagai kerangka kerja dalam 

penyelenggaraan pelayanan, yang mengedepankan keadilan dan perlakuan 

yang sama bagi semua anggota masyarakat. Asas-asas tersebut adalah 

sebagai berikut:
44

 

a. Kepentingan Umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 

b. Kepastian Hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pelayanan. 

c. Kesamaan Hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan antara Kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus 

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh 

pemberi maupun penerima pelayanan. 

e. Profesional, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidang tugas. 

f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

g. Persamaan Perlakuan atau Tidak Deskriminatif, yaitu setiap warga 

negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

h. Asas Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan 

mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan 

yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di 

pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, yaitu 

pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

k. Ketepatan Waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan  

l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan, yaitu setiap jenis 

pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 

 

4. Konsep Pelayanan Publik  

Konsep pelayanan publik merupakan bagian yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik juga mudah 

dipahami bagi berbagai pihak sebagai bentuk pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah.
45

 Pelayanan publik bisa diartikan 

sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat 

melalui penyedia layanan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan  

publik.   

Pelayanan sendiri dalam lingkup pemerintahan sebagai 

penyelenggara layanan, maka mengarah pada diberikannya hak dasar 

warga negara sesuai dengan hukum positif.
46

  Pelayanan juga mengarah 

pada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam 

rangka pemenuhan kepentingan penerima layanan. Kegiatan pemerintahan 

dalam memberikan layanan bagi warganya dengan baik disebut dengan 

pelayanan publik. Layanan yang diberikan pemerintahan dapat berupa 

barang, jasa maupun administrasi. Pelayanan publik mengarah pada 

kegiatan memberikan layanan dari pemerintahan kepada warganya sebagai 
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penerima layanan sebagai pemenuhan dasar masyarakat berdasarkan pada 

hukum yang mengatur.
47

  

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pengertian pelayanan publik48 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga Negara dan masyarakat atas layanan yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

dasar Negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahterannya, 

sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh 

baiknya buruknya penyelenggaraan publik.
49

  

Standar pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik menjelaskan mengenai penyelenggara atau 

aparat pemberi layanan wajib menyusun serta mengumumkan SOP 

(Standar Operasional Pelayanan) dengan memperhatikan wawasan 

penyelenggara, tingkat kepuasan masyarakat serta situasi lingkungan 

sekitarnya. Dalam membentuk SOP (Standar Operasional  Pelayanan) 

wajib melibatkan masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait sebagai 

bentuk musyawarah yang baik agar tidak terkesan membuat peraturan 
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(Bandung: Indra Prahasta 2014), 35-38, 

http://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf. 
48 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar 

Negara Tahun 2009  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
49

 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, (Bandung: Reifika Aditama, 2012), 17. 



 

 

36 

seenaknya, hal tersebut juga diharapkkan berjalan dengan tidak 

deskriminatif terhadap beberapa golongan. Selanjutnya seluruh standar 

pelayanan yang telah dibuat agar segera disosialisasikan dan diterapkan, 

segala bentuk standar  pelayanan yang dibuat tersebut juga tidak boleh 

semena-mena ataupun asal-asalan diterbitkan karena setiap standar 

pelayanan yang dibuat tersebut mempunyai pedoman peraturan tertentu 

dalam peraturan pemerintahan.
50

 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pasal 3 dijelaskan 

tentang tujuan dari pelayanan publik yakni agar terwujudnya kepastian 

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak 

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, lalu mewujudkan 

sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-

asas umum penyelenggaraan pelayanan publik dan terpenuhinya hak-hak 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
51

 

Dijelaskan juga dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik
52

 yang mana disini menjelaskan secara rinci mengenai kewajiban 

apa saja yang harus dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah atau 

aparatur yang menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan publik. 
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Kewajiban yang dimaksud disini diantaranya pemerintah mewajibkan 

menyusun dan menetapkan SOP (Standar Operasional Pelayanan) serta 

menyusun, menetapkan dan mempublikasikan pelayanan melalui media 

cetak dan media elektronik, memberikan jaminan kepastian hukum atas 

produk pelayanan, menempatkan pelaksanaan yang kompeten, 

menyediakan sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang sehat, memberikan 

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan penyelenggaraan asas-asas 

penyelenggaraan pelayanan publik, membantu masyarakat dalam 

memahami hak dan tanggungjawabnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

yuridis empiris, yang terutama berfokus pada penerapan hukum secara praktis 

di dalam masyarakat.
53

 Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan 

yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi.
54

 

Pendekatan yurisprudensi sosiologis, yang berakar pada sosiologi hukum, 

telah digunakan untuk menganalisis keberadaan hukum positif dalam 

masyarakat. Pendekatan yurisprudensi sosiologis ini mempelajari aksi dan 

reaksi masyarakat terkait penerapan hukum dalam masyarakat.
55

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto 

Lumajang yang terletak di Kabupaten Lumajang. Lokasi ini dipilih karena 

ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang 

dilakukan pada instansi tersebut. 

  

                                                             
53

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University ,Juni 2020), 87, 

http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf. 
54

 Muhaimin, Metode, 88. 

http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf. 
55

 Muhaimin, Metode, 56. 

http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf. 



 

 

39 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian meliputi individu, badan, atau entitas yang berfungsi 

sebagai sumber informasi utama, yang penting untuk mencapai tujuan 

penelitian. Penelitian ini menggabungkan berbagai jenis subjek penelitian, 

seperti yang diuraikan di bawah ini:  

1. Data Primer 

Data primer bersumber langsung dari individu-individu di dalam 

masyarakat. Melalui wawancara dengan subjek penelitian ini, beragam 

data primer diperoleh. Informasi dari tangan pertama ini, yang diperoleh 

melalui wawancara, menjadi dasar dari penelitian ini. Tahap pengumpulan 

data primer melibatkan wawancara dengan beberapa subjek penelitian, 

termasuk: 
56

 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

 

No Nama Keterangan 

1. Agus Wahyudi, SKM. Kepala Bagian Umum RSUD 

dr. Haryoto Lumajang 

2. Bambang Heri Kartono, S,Kep.Ns. Kepala Bagian Pelayanan 

RSUD dr. Haryoto Lumajang 

3. Vitarini Kartikadewi, SKM. Sub Koordinator Tata Usaha 

RSUD dr. Haryoto Lumajang 

4. Awan Sudibyo, AMK.SPd. Sub Koordinator Pelayanan 

Penunjang RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

5. Muhammad Baidowi Amin Masyarakat Pengguna 

Layanan RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

6. Anik Suryani Masyarakat Pengguna 

Layanan RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 
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7. Yomi Pratama Masyarakat Pengguna 

Layanan RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

8. Yeni Ratna Masyarakat Pengguna 

Layanan RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

9. Miwati Pujiastuti Masyarakat Pengguna 

Layanan RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

 

2. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembar Daerah Tahun 2016 

Nomor 9) 

3. Bahan Hukum Sekunder 

Berupa literatur yang digunakan pada pelaksanaan penelitian. 

Menggunakan dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan website. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dasar dalam proses 

penelitian, karena sangat penting untuk mencapai tujuan utama penelitian: 

perolehan data. Keberhasilan atau kegagalan dari sebuah penelitian sangat 

bergantung pada keefektifan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, 

teknik-teknik berikut ini digunakan: 
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1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mendasar yang 

melibatkan pengamatan dan pencatatan fenomena dunia nyata secara 

sistematis. Teknik ini memberikan wawasan penting tentang praktik dan 

perilaku aktual di lapangan. 57 

Dalam hal ini teknik ini digunakan sebagai pelengkap penelitian 

dengan mengamati perilaku penyedia layanan. Peneliti melakukan 

pengamatan langsung untuk menilai ketaatan terhadap Asas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang fokusnya pada kinerja 

staf rumah sakit dan penyedia layanan. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dinamis 

yang melibatkan percakapan langsung dan terstruktur dengan responden. 
58

 

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengajukan serangkaian 

pertanyaan kepada responden, yang bertujuan untuk menggali informasi 

yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang masalah 

yang dihadapi dan untuk mendapatkan informasi berharga yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data penting yang digunakan 

dalam proses penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai jenis sumber, 

baik lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk menguatkan temuan. 

Dalam konteks yang lebih sempit, dokumentasi berkaitan dengan sumber-

sumber tertulis, terutama dokumen resmi. 
59

  

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data penting yang digunakan 

dalam proses penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai jenis sumber, 

baik lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk menguatkan temuan. 

Dalam konteks yang lebih sempit, dokumentasi berkaitan dengan sumber-

sumber tertulis, terutama dokumen resmi. Dalam lingkup penelitian ini, 

dokumentasi berbentuk catatan visual yang dibuat selama penelitian, 

seperti foto-foto yang diambil selama wawancara dengan subjek 

penelitian. Catatan visual ini berkontribusi pada kumpulan data, 

meningkatkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi 

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana 

diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang. 

E. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berakar pada 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bergantung pada fakta-fakta 

yang diamati selama penelitian lapangan, di mana kejadian-kejadian diteliti, 
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dianalisis, dan menjadi kesimpulan yang memungkinkan pemeriksaan 

sistematis terhadap data yang dikumpulkan selama penelitian dan berfungsi 

sebagai dasar untuk menghasilkan narasi yang terstruktur dengan baik.
60

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,  

yang mana cara analisis penelitiannya menghasilkan data deskriptif analisis, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh.61
  

F. Keabsahan Data 

Kredibilitas temuan penelitian merupakan aspek penting dari validitas 

data. Dalam konteks ini, kredibilitas berkaitan dengan keselarasan hasil 

penelitian dengan fenomena dunia nyata.
62

 Penelitian ini, yang 

mengeksplorasi implementasi Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di RSUD 

dr. Haryoto Lumajang. Maka untuk membangun validitas data, penelitian ini 

mengandalkan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan 

keandalan temuan penelitian, data dikumpulkan dari berbagai sumber, 

termasuk penyedia layanan, anggota staf, dan penerima layanan di Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang. Proses ini melibatkan referensi 
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silang dan validasi silang terhadap data yang diperoleh selama penelitian. 

Triangulasi sumber, seperti yang diterapkan dalam penelitian ini, 

memerlukan pemeriksaan ulang data yang bersumber dari subjek penelitian 

yang berpartisipasi dalam wawancara, serta penilaian ulang data yang berasal 

dari pengamatan dan catatan terdokumentasi yang dikumpulkan selama 

kegiatan penelitian.
63

 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan judul penelitian yang mendasari investigasi. 

2. Mendalami eksplorasi masalah penelitian yang dihadapi. 

3. Merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat yang berfungsi sebagai 

titik fokus penelitian. 

4. Menetapkan tujuan penelitian secara menyeluruh. 

5. Mengembangkan definisi yang komprehensif dari istilah-istilah kunci 

penelitian untuk memastikan ketepatan dalam penelitian. 

6. Membangun kerangka kerja teoretis yang kuat yang mendukung 

penelitian. 

7. Memilih metodologi penelitian yang tepat untuk memandu kegiatan 

penelitian. 

8. Menyajikan hasil yang dihasilkan dari kegiatan penelitian. 

9. Terlibat dalam proses analisis data yang ketat. 
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10. Menyimpulkan penyelidikan penelitian, menyatukan temuan-temuan dan 

wawasan utama. 

11. Memberikan kesimpulan dan implikasi definitif yang diambil dari upaya 

penelitian.
64
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Objek Penelitian  

  Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto 

Lumajang yang terletak di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 

Rumah sakit ini beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 5, Kelurahan 

Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, dengan kode pos 

67311. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks 

penelitian dan deskripsi rinci mengenai lokasi objek penelitian, kami 

sampaikan informasi sebagai berikut: 

1. Profil Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang 

  Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang didirikan di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 1948 sebagai fasilitas kesehatan milik 

pemerintah. Pada awalnya rumah sakit ini berlokasi di dalam lingkungan 

Kantor Dinas Kesehatan di Jalan Jendral S. Parman, Nomor 13, 

Lumajang. Haryoto, direktur pertama rumah sakit, dan dukungan dari 

Bupati Lumajang, serta dukungan dari DPRDS, pembangunan gedung 

rumah sakit yang baru dimulai di Jalan A. Yani 281 (sekarang Jalan 

Basuki Rahmat Nomor 5). Rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 10 

November 1955.
65
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 Profil Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang, diakses di 

https://sakip.lumajangkab.go.id/sakip/rsudharyoto/2021/lkj-rsdh-tahun-2020pdf.pdf, pada 22 Juli 

2023. 

https://sakip.lumajangkab.go.id/sakip/rsudharyoto/2021/lkj-rsdh-tahun-2020pdf.pdf
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  Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

Nomor 1301/Menkes/SK/IX/2005, tanggal 30 September 2005, RSUD 

Dr. Peningkatan klasifikasi ini didorong oleh meningkatnya permintaan 

dari masyarakat dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus 

berkembang. Selanjutnya, pada tahun 2010, RSUD Dr. Hartoyo semakin 

meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional dengan 

mengadopsi pendekatan manajemen yang lebih profesional, menjadi 

Badan Layanan Umum. Transisi ini bertujuan untuk membuat rumah sakit 

lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang 

beragam dengan tetap mempertahankan fungsi sosialnya. 

Gambar 4.1 

RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi RSUD dr. Haryoto Lumajang 

2. Struktur Organisasi RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 Mengenai struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Haryoto Lumajang sebagaimana berikut ini: 

a. Direktur 

b. Wakil Direktur Medis Keperawatan 
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1) Kepala Bidang Medis 

a) Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis 

b) Kepala Sub Bidang Pelayanan Penunjang 

c) Kepala Sub Bidang Rekam Medis 

2) Kepala Bidang Keperawatan 

1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan 

2) Kepala Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan 

3) Instalasi 

3.   Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

a) Kepala Bagian Umum 

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 

3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

b) Kepala Bagian Keuangan 

1) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 

2) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi 

3) Kepala Bagian Pengelolaan Pendapatan 

c) Kepala Bagian Peencanaan Pengembangan 

d) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

e) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik 

f) Kepala Sub Bagian Diklat dan Penelitian 
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4. Instalasi 

1) Kelompok Jabatan Fungsional 

2) Komite-komite 

3) Satuan Pengawas Internal 

4) Dewan Pengawas 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi RSUD dr. Haryoto Lumajang  

3. Visi dan Misi RSUD dr. Haryoto Lumajang 

  Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang, 

Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut ini: 

  a)  Visi 

Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat Lumajang dan 

sekitarnya. 
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b) Misi 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dengan Dukungan SDM, 

Sarana Prasarana, dan Pengelolaan Manajemen sesuai Standart yang 

Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan.  

4. Jenis Pelayanan yang diberikan RSUD dr. Haryoto Lumajang 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang 

merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Lumajang di 

bidang pelayanan kesehatan. RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang 

memiliki sejumlah unit pelayanan yang terdiri atas:
66

 rawat jalan, rawat 

inap, gawat darurat, rawat intensid, radiologi, laboratorium, rehabilitasi 

medis. Jenis pelayanan yang diberikan RSUD dr. Haryoto Lumajang 

mulai tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Layanan Rawat Jalan 

2. Layanan Rawat Inap 

3. Layanan Gawat Darurat 

4. Layanan Perawatan Intensif 

5. Layanan Radiologi 

6. Layanan Laboratorium 

7. Pelayanan Rehabilitasi Medik  

Jenis layanan spesifik yang disediakan oleh RSUD Dr. Haryoto 

Lumajang, mulai tahun 2016, meliputi kategori berikut: 

1. Pelayanan Medis Umum: 

                                                             
66

 Bappekab Lumajang,” Lumajang Dalam Angka”, 2016, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Lumajang (lumajangkab.go.id) diakses pada 21 Oktober 2023. 

https://bappeda.lumajangkab.go.id/
https://bappeda.lumajangkab.go.id/
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   - Pelayanan Medik Dasar 

   - Pelayanan Medik Gigi dan Mulut 

   - Pelayanan Keluarga Berencana 

2. Layanan Gawat Darurat 

3. Layanan Medis Spesialistik Dasar: 

   - Layanan Penyakit Dalam 

   - Layanan Kebidanan dan Kandungan 

   - Layanan Kesehatan Anak 

   - Layanan Bedah 

4. Layanan Penunjang Medis Khusus: 

   - Layanan Anestesiologi 

   - Layanan Radiologi 

   - Rehabilitasi Medik 

   - Patologi Klinik 

   - Patologi Anatomi 

5. Layanan Medis Khusus Lainnya: 

   - Pelayanan Penyakit Mata 

   - Layanan Penyakit THT 

   - Layanan Penyakit Jiwa 

   - Layanan Penyakit Paru-Paru 

   - Layanan Penyakit Neurologis 

   - Layanan Penyakit Kulit dan Kelamin 

   - Layanan Penyakit Ortopedi 
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6. Layanan Spesialis Gigi dan Mulut: 

   - Periodonsia 

7. Layanan Keperawatan dan Kebidanan, yang disediakan oleh perawat 

dan bidan terlatih 

8. Layanan Penunjang Medis: 

   - Layanan Gizi 

   - Layanan Farmasi 

   - Rekam Medis 

9. Layanan Penunjang Non-Medis: 

   - Layanan Unit Binatu 

   - Instalasi Pemeliharaan Fasilitas 

   - Instalasi Kesehatan Lingkungan 

   - Instalasi Perawatan Jenazah 

10. Pelayanan Administrasi dan Manajemen, dengan fokus pada fungsi-

fungsi yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, koordinasi dan 

pengelolaan keuangan.
67

 

5. Alur Pelayanan RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 Alur pelayanan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang diatur untuk 

mengakomodasi berbagai jenis pasien dan memastikan pelayanan 

kesehatan yang efektif: 
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RSUD dr. Haryoto, “Jenis Pelayanan”, Lumajang: 2018, 

https://rsudharyoto.lumajangkab.go.id/profil/index/3, diakses pada 21 Oktober 2023. 

https://rsudharyoto.lumajangkab.go.id/profil/index/3
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a. Pasien Umum 

 Pasien umum adalah individu yang menanggung biaya perawatan 

dan pengobatan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki 

fleksibilitas untuk memilih kelas yang diinginkan selama perawatan. 

b. Pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 

  Layanan pasien JKN melibatkan prosedur terstruktur di mana 

peserta pada awalnya mencari perawatan di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP). Fasilitas ini dapat berupa Puskesmas, Klinik 

Swasta, atau Praktik Dokter, yang sering kali bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan. Setelah dilakukan evaluasi, jika kondisi tidak dapat 

diatasi di FKTP, pasien akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Lanjutan (FKTL), seperti rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. Peserta harus mencari layanan kesehatan di FKTP yang 

terdaftar kecuali jika mengalami kegawatdaruratan medis. Dalam 

kondisi kegawatdaruratan, pasien dapat memperoleh pelayanan 

langsung di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. 

c. Pasien SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 

Pasien dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dapat 

memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukkan surat 

keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan. Surat 
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keterangan ini berfungsi sebagai bukti kelayakan mereka untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan.
68

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pelayanan Publik pada Pasal 1 menjelaskan mengenai standar pelayanan yang 

menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
69

 Sistem informasi 

pelayanan publik dalam rangka kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 

pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 

penyelenggara kepada masyarakat dan sebaiknya dalam bentuk lisan, tulisan 

atau gambar, serta disajikan secara manual atau elektronik.  Mengenai 

pengaduan dalam standar pelayanan merupakan pemberitahuan yang 

menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima 

dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan pelayanan publik di RSUD Dr. Haryoto Lumajang 

menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu strategi utama yang digunakan 

adalah menyediakan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan 

informasi penting. Strategi ini menggarisbawahi pentingnya Standar 
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RSUD dr. Haryoto, “Maklumat Pelayanan”, 

https://rsudharyoto.lumajangkab.go.id/profil/index/3, diakses pada 1 Januari 2023. 
69

 Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita Negara Tahun 

2016 Nomor 9). 

https://rsudharyoto.lumajangkab.go.id/profil/index/3
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Operasional Prosedur (SOP) bagi penyedia layanan publik di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang, SOP ini menjadi pedoman bagi seluruh tim pelaksana 

layanan di rumah sakit, yang mengarahkan penyediaan layanan informasi, 

pengelolaan informasi, prosedur pendokumentasian, penanganan pengaduan, 

dan penyelesaian sengketa informasi. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, 

dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang 

secara khusus difokuskan pada pelayanan publik. Data tambahan dikumpulkan 

melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di bagian pelayanan 

rumah sakit. Selain itu, perspektif masyarakat juga dicari melalui wawancara 

dengan penduduk Lumajang. Pendekatan komprehensif ini diupayakan untuk 

memperkuat data terkait Implementasi Asas Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang sebagaimana 

berikut ini: 

1. Analisis terhadap Faktor Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Studi Kasus di Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang dalam 

asas penyelenggaran pelayanan publik memiliki tolak ukur didalam 

implementasi yang digunakan untuk dapat menjelaskan hal tersebut 

terdapat beberapa sub bagian. Dengan demikian yang harus dilaksanakan 
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agar dapat memudahkan untuk memahami pada penyelenggaran 

pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang 

secara rinci berdasarkan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

a. Faktor Efektivitas Hukum  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik
70

 menjelaskan bahwasanya kegiatan atau serangkaian aktivitas 

untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai pada atuaran 

Undang-Undang bagi seluruh masayarakat atas adanya pelayanan 

administrasi yang sudah disiapakan oleh para penyelenggara pelayanan 

publik yanag mana harus memenuhi asas dari pelayanan publik itu 

sendiri. 

Standar pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar hukum untuk 

meningkatkan kualitas dan menjamin pengadaan layanan publik sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan badan usaha yang baik guna 

memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

                                                             
70

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembar Negara Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
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undangan bagi setiap warga negara atas jasa maupun layanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
71

 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 dijelaskan terkait 

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik untuk memberikan 

kepastian hukum penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat 

secara berkualitas, berintegritas, berkesinambungan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.
72

 Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik dijelaskan 

tentang tujuan dari pelayanan publik yakni agar terwujudnya kepastian 

pada kewajiban, kewenangan, hak dan tanggung jawab dari semua 

pihak yang mempunyai hubungan pada penyelenggaraan pelayanan 

publik, selanjutnya agar dapat mewujudkan suatu sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang patas maupun layak 

berdasrakan pada terlaksananya hak-hak rakyat untuk dapat 

memperoleh pelayanan publik sesuai asas-asas pelayanan yang baik.
73

 

b. Faktor Penegak Hukum 

Setiap penyelenggara pelayanan diharuskan memberikan 

kemudahan selama proses pelayanannya, baik dari prosedur maupun 

syarat administrasi yang tidak berbelit-belit. Sehingga ketika ada 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1, (Lembar 

Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
72 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik Pasal 

2, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 9). 
73

 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik Pasal 

3, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 9). 
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masyarakat sedang mengurus keperluan tidak mengalami kesulitan. 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara, obseravsi 

dan dokumentasi pada pelakasanan penyelenggaraan pelayanan yang 

berada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang masih 

kurang baik pada proses pelayanannya. Menurut hasil observasi 

peneliti tidak melihat adanya papan informasi alur mengenai prosedur 

yang membuat beberapa masyarakat kebingungan. Hal ini dibuktikan 

oleh pendapat bapak MBA selaku masyarakat yang menerima layanan 

di RSUD dr. Haryoto Lumajang, sebagai berikut: 

Kalau dari petugas penyelenggara layanan sudah cukup dalam 

memberikan akses dan tidak mempersulit, para petugas sudah 

memberikan keterangan secara jelas dan rinci terkait syarat apa 

saja yang dapat dipenuhi bagi masyarakat agar dapat memenuhi 

dan melengkapi prosedur yang ada di RSUD untuk pengunjung 

yang datang langsung diarahkan dan diberikan bantuan sesuai 

dengan layanan yang dibutuhkan, akan tetapi pada saat proses 

pelayanan diberikan mengenai beberapa syarat mengenai 

prosedur kebutuhan layanan, saya sendiri masih kurang paham 

karena tidak adanya papan alur informasi yang tertera diruang 

pelayanan.
74

 

 

Akan tetapi beberapa masyarakat lain yang mengurus keperluan 

administrasi sudah cukup paham dengan prosedur yang ada, mungkin 

karena prosedur tersebut sudah cukup sering dilakukan masyarakat 

tersebut. Kalaupun ada masyarakat lain yang kebingungan atau kurang 

paham mengenai alurnya peneliti melihat petugas pemberi layanan 

langsung memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Kemudahan dalam proses pelayanan kepada masyarakat penerima 
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 Bapak Muhammad Baidowi Amin, diwawancarai oleh peneliti, RSUD dr. Haryoto Lumajang, 

18 Juli 2023. 
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layanan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara 

layanan, karena kemudahan yang diberikan kepada pengguna layanan 

dapat memberikan kesan yang baik oleh penerima layanan. Hal ini 

juga dijelaskan oleh narasumber dengan Bapak AW selaku Kepala 

Pelayanan Bagian Umum, yaitu: 

Ya, kami selalu memberikan kemudahan dalam proses 

pelayanan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam 

memberikan kemudahan akses dalam proses pelayanan kami, 

kami sudah memberikan pelayanan sesuai pada prosedur agar 

mewujudkan pelayanan yang baik, petugas sudah berusaha 

melayani dengan baik, dan petugas sudah bertanya kepentingan 

apa yang dibutuhkan yang sesuai dari apa yang masyarakat 

inginkan, diruang tunggu pengunjung sudah ada petugas yang 

berjaga dimeja resepsionis depan jika ada masyarakat yang 

mengurus keperluan ataupun bingung mengenai alur 

prosedurnya akan diarahkan oleh petugs tersebut, disediakan 

kursi tunggu yang cukup supaya pengunjung tidak berdiri pada 

saat melakukan proses pelayanan. Pada sasat ini kualitas dari 

pelayanan yang diberikan oleh ptugas terhadap masyarakat 

dianggap berjalan dengan baik, disebabkan petugas sudah 

berusaha semaksimal munkin dalam pelayanan kepada 

masayarakat yang sesuai apa yang diperlukan dan diinginkan 

bagi kebutuhan masayarakat.
75

 

 

Pendapat Bapak AW ditambahkan oleh Ibu AS sebagai 

pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto 

Lumajang beliau mengatakan bahwa: 

Dalam hal pelayanan yang saya dapatkan ketika saya 

menggunakan layanan, dari pendapat saya pelayanan sudah 

dikatakan baik selagi prosedur yang kita bawa sudah benar dan 

lengkap petugas akan lebih mudah dan cepat pada saat proses 

layanannya. Di ruang tunggu juga sudah disediakan kursi 

tunggu yang cukup bagi pengguna layanan.
76
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 Bapak Agus Wahyudi, diwawancarai oleh peneliti, RSUD dr. Haryoto Lumajang, 18 Juli 2023. 
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 Ibu Anik Suryani, diwawancarai oleh peneliti, RSUD dr. Haryoto Lumajang, 19 Juli 2023. 
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Pendapat Ibu AS juga ditambahkan oleh pendapat Bapak BHK 

selaku Kepala Bagian Pelayanan di RSUD dr. Haryoto Lumajang 

terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, beliau 

menjelaskan: 

Pendapat saya selaku Kepala Bagian Pelayanan yang mana pada 

umumnya para petugas sudah melayani masyarakat, dalam hal 

ini masayarakat dapat merasa puas apabila telah diberikan 

pelayanan terbaik, hal tersebut sesuai pada petugas yang 

memberikan pelayanan secara ramah dan cepat yang dapat 

dilasanakn petugas untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini 

membuat masyarakat dihargai ketika melakukan pelayanan pada 

rumah sakit ini.
77

 

 

 Beberapa pendapat diatas juga diperkuat dengan kegiatan 

peneliti saat melakukan observasi dilapangan mengenai proses 

pemberian pelayanan kepada pengguna layanannya. Mengenai 

kemudahan aksees dalam pemberian layanan memang harus sangat 

diperhatikan, karena itu menjadi salah satu point penting untuk 

memberikan rasa kenyamanan pada pengguna layanan saat mengurus 

suatu keperluan administrasi yang disediakan di Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Haryoto Lumajang. 

c. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana adalah hal terpenting didalam sebuah 

pelayanan, karena sarana dan prasaranan yang baik dapat 

memermudah dalam proses pelayanan yang diberikan. Umumnya yang 

menjadi dasar dalam sarana prasarana biasanya peralatan-peralatan 
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 Bapak Bambang Heri Kartono, diwawancarai oleh peneliti, RSUD dr. Haryoto Lumajang, 19 

Juli 2023. 



 

 

61 

yang digunakan di rumah sakit dalam melayani kebutuhan masyarakat 

berupa ruang rawat inap yang mencukupi, dan tenaga kerja yang 

cukup, ketersediaan kursi roda yang memadai, ketersediaan kursi 

tunggu yang cukup dan juga faktor sarana prasaranan pendukung 

seperti komputer, alat print yang memadai. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu VKD selaku Sub Koordinator Tata Usaha 

beliau menjelaskan sebagaimana berikut: 

Kami selalu memberikan kemudahan yang sesuai pada SOP 

disaat melaksanakan pelayanan pada masyarakat, di RSUD 

sudah tersedia beberapa fasilitas untuk mempermudah proses 

pelayanan seperti kursi diruang tunggu, dan juga tersedia TV 

diruang tunggu dan juga kami sudah menyediakan speaker agar 

mempermudah saat pemanggilan nama pada saat proses layanan 

berlangsung, kami juga menyediakan ambulance, kursi roda 

maupun troli emergency yang cukup agar memudahkan bagi 

masyarakat penggunanya.
78

 

  

Tidak hanya membantu mengenai administrasi saja, seperti 

peralatan yang sudah memadai dan sarana prasarana yang dimaksud 

disini juga menyangkut mengenai fasilitas yang ada diruang tunggu 

sebagai bentuk menghargai pengunjung yang datang dengan 

memberikan fasilitas yang nyaman, sehingga beberapa masyarakat 

yang sedang menunggu diruang tunggu untuk hal ini perlu 

diadakannya sarana prasarana pendukung seperti pendingin ruangan 

serta ruang tunggu yang bersih dan rapih. 

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Haryoto Lumajang, sejauh ini sudah memberikan fasilitas 
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seperti kursi tunggu yang cukup untuk pengunjung, untuk pendingin 

ruangan tidak ada, mungkin dikarenakan posisi ruang tunggu berada 

diluar yang mana menjadi tempat keluar masuknya udara dari luar 

RSUD. Hal ini didukung oleh pendapat Bapak YP selaku masyarakat 

pengguna layanan, sebagaimana berikut: 

Kalau menurut pengalaman yang saya dapatkan, mengenai 

saranan prasarana pelayanan di RSUD ini sudah cukup 

memadai. Saya sealaku masyarakat yang mengecek kesehatan 

kerumah sakit ini  mendapatkan peralatan yang memadai dan 

juga sudah memberikan fasilitas yang yaman melalui sistem 

pelayanan yang baik, pada hal ini termasuk dapat melaksanakan 

pelayanan yang sesuai aturan.
79

 

  

Berdasarkan wawasan yang diperoleh melalui wawancara, 

jelaslah bahwa infrastruktur pemberian layanan rumah sakit 

memainkan peran penting dalam memastikan kepuasan anggota 

masyarakat yang menggunakan layanannya. Sistem layanan yang 

terdefinisi dengan baik memberikan rasa aman bagi individu yang 

mencari perawatan di rumah sakit, sehingga menumbuhkan minat yang 

melekat pada penawaran fasilitas tersebut. Skenario ini 

menggarisbawahi komitmen rumah sakit untuk melayani masyarakat 

dan dedikasinya untuk memberikan layanan yang sesuai dengan 

harapan masyarakat. 

Rumah sakit telah mengambil langkah signifikan untuk 

meningkatkan fasilitas dan infrastrukturnya, yang selanjutnya 

berkontribusi pada kepuasan mereka yang mencari layanannya. 
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Sebagai contoh, penyediaan kursi tunggu pengunjung yang nyaman 

memastikan bahwa setiap orang yang menunggu layanan dapat 

melakukannya dengan santai dan nyaman. Upaya ini meluas ke 

fasilitas tambahan seperti televisi, serta menjaga ruang tunggu yang 

bersih dan teratur. Ketentuan yang memadai, seperti ketersediaan kursi 

roda dan fasilitas penting lainnya, tersedia untuk memenuhi beragam 

kebutuhan pengguna layanan. 

Diluar sarana dan prasarana yang telah disebutkan, faktor 

penting lainnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana lainnya 

berupa SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang seharusnya tertera 

di papan informasi yang ada diruang tunggu. Untuk RSUD sendiri 

sudah mempunyai SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang jelas, 

hal ini sesuai dengan pendapat Bapak BHK selaku Kepala Bagian 

Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang, 

sebagaimana berikut: 

Ya, kami sudah memiliki SOP yang jelas sebagai acuan 

pedoman kami dalam memberikan pelayanan yang baik dimana 

didalam SOP itu sendiri sudah terdapat ketentuan prosedur 

layanan maupun persyaratan layanan yang dibutuhkan guna 

menunjang keperluan administrasi yang sudah tersedia 

misalnya jangka waktu, persyaratan prosedur, maupun 

persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan 

administrasi.
80
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Pendapat lain juga diperkuat oleh pendapat Ibu YR selaku 

masyarakat pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Haryoto Lumajang, sebagaimana berikut: 

Kalau menurut saya mbak, saya rasa disini memang sudah 

menjalankan layanannya sesuai dengan SOP nya yang jelas, 

selama saya menggunakan layanan disini para petugas sudah 

cukup baik dan membantu dalam memberikan pelayannya, 

hanya saja SOP nya tidak terpampang dipapan informasi.
81

 

 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

memang para petugas sudah cukup baik dan sesuai prosedur dalam 

memberikan pelayanannya karena hal tersebut pasti sudah diterapkan 

dengan SOP yang ada, hanya saja SOP tersebut memang tidak 

terpasang dipapan informasi yang telah tersedia. Hal ini menyebabkan 

masyarakat kebingungan dengan tata cara prosedur mengenai 

persyaratan proses layanan di RSUD. 

d.   Faktor Masyarakat 

 Dalam proses berlangsungnya pelayanan publik di berbagai 

instansi  yang menyediakan jasa pengurusan berkas-berkas penting 

pada saat pendaftaran rawan jalan, masyarakat sebagai subjek penting 

dalam penerimaan layanan. Masyarakat sebagai indikator utama yang 

perlu diperhatikan, mengingat kepuasan dalam menerima layanan, 

pemahaman masyarakat terkait prosedur rumah sakit, serta bagaimana 

petugas rumah sakit sebagai penyedia jasa dan layanan bisa merespon 

masyarakat dengan pelayanan yang baik.  
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 Mengenai prosedur serta persyaratan dalam proses pengurusan 

berkas mengenai pendaftaran rawat jalan masyarakat seharusnya 

memahami dengan cermat mengenai prosedur maupun tahapan yang 

akan dilaksanakan untuk melaksanakan suatu urusan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang. RSUD dr. Haryoto Lumajang, masyarakat yang 

datang untuk keperluan mengurus persyaratan tidak hanya orang yang 

paham akan prosedur yang sudah ditetapkan, melainkan juga ada 

masyarakat yang tidak paham soal prosedur mengenai persyaratan 

serta masyarakat di kalangan yang sudah berusia lanjut. Seperti halnya 

diungkapkan oleh Ibu MP selaku masyarakat penerima layanan, 

sebagaimana berikut: 

Untuk prosedur lengkapnya mengenai persyaratan untuk berkas 

rawat jalan yang dibutuhkan itu saya kurang memahami, 

dikarenakan kurangnya informasi mengenai berkas apa saja 

yang harus saya persiapkan untuk kelengkapan berkas 

perawatan rawat jalan. Karena saya sendiri kurang paham 

mengenai akses persyaratannya ini juga pertama kali saya 

berkunjung kesini mbak jadi saya melihat persyaratan yang ada 

diweb media sosial RSUD.
82

 

 

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari Bapak 

AS selaku Sub Koordinator Pelayanan Penunjang, sebagai berikut: 

Kalau mengenai kurangnya persyaratan prosedur yang sering 

terjadi di masyarakat itu biasanya masyarakatnya sendiri kadang 

salah prosedur persyaratannya mbak seperti persyaratan yang 

diperlukan kurang lengkap, biasanya itu karena kurangnya 

pemahaman dari masyarakatnya itu sendiri mbak, kalau faktor 

dari petugas itu sendiri biasanya tidak ada. diweb media social 

kami juga sudah memberikan petunjuk yang jelas mengenai alur 

prosedurnya.
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 Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan, kebanyakan 

masyarakat yang datang berkunjung sudah cukup paham dengan alur 

prosedur yang ada, dalam hal ini peneliti melihat masyarakat sudah 

cukup paham mengenai prosedur mungkin karena mereka sudah 

terbiasa mengurus keperluan yang sama, namun ada juga masyarakat 

lain yang masih kebingungan mengenai prosedur tersebut. Namun jika 

ditanya mengenai acuan untuk melihat pelaksanaan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 mengenai pelayanan publik, masyarakat masih sangat minim 

pengetahuan. 

e.    Faktor Waktu  

Ketepatan waktu yang diberikan para pemberi layanan dalam 

memproses semua kebutuhan masyarakat adalah suatu hal yang cukup 

menjadi perhatian penting, karena hal tersebut akan menyangkut 

kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri, misalnya ada masyarakat 

yang sedang mengurus pendaftaran untuk melakukan kepentingan 

layanan masih membutuhkan waktu yang lama. Hal ini, terlihat remeh 

namun akan berdampak kepada rasa kepuasan masyrakat dalam proses 

pelayanan yang diberikan.  

Berdasakan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang  dalam hal ini juga 
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diungkapkan dalam wawancara oleh Bapak BHK selaku Kepala 

Bagian Pelayanan di RSUD, sebagaimana berikut:  

Dalam memproses kebutuhan pelayanan dari masyarakat, kami 

sudah berusaha untuk selelsai dengan tepat waktu yang 

membuat masyarakat puas terhadap pelayanan yang sudah 

diberikan, hanya saja mungkin masyarakat menilai pelayanan 

yang kami berikan masih kurang mbak, mungkin juga karena 

kurangnya informasi dari petugas kepada masyarakat karena 

terkadang ada masyarakat lain yang lebih penting untuk segera 

diberikan pelayanan maka dari itu masyarakat yang lainnya 

masih harus menunggu gilirannya, itu sebabnya terkadang ada 

masyarakat yang komplain mengenai pelayanan dikarenakan 

waktu yang sangat lama. Mengenai pelayanan dalam 

penyelesaian waktu tidak dapat ditentukan, hal tersebut 

menyesuaikan saja pada keperluan dan diagnosa pada 

masyarakat yang berbeda-beda, petugas pelayanan juga 

menjalankan tugasnya sesuai jam kerja dan dapat kitakan sudah 

berjalan dengan baik dan tidak terdapat lkendala disebabakan 

sudah sesuai pada SOP yang ada.
84

 

 

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak MBA selaku masyarakat penerima layanan di RSUD, 

sebagaimana berikut ini: 

Ya kalau mengenai ketepatan waktu saya rasa masih kurang ya 

mbak, karena beberapa kali saya datang kesini untuk kontrol 

kesehatan proses pelayanan yang diberikan selalu lama juga 

terkadang petugasnya dalam melayani kurang ramah kalau 

menurut pendapat saya mbak, penyebab lamanya proses 

pelayanan juga saya kurang tau penyebabnya karena apa 

mbak.
85

 

 

 Pendapat tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Bapak AS 

selaku Sub Koordinator Pelayanan Penunjang, sebagaimana berikut 

ini: 
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Kami sebagai petugas memberikan pelayanan sudah berusaha 

semaksimal mungkin menjalankan tugas sesuai SOP yang ada, 

mungkin jika ada masyarakat yang merasa pelayanan yang kami 

berikan kurang dan terkesan lama pelayanannya dikarenakan 

adanya miskomunikasi saja antara masyarakat dengan petugas 

pemberi layanan, kami juga sudah menyediakan ruangan Get 5 

seperti kotak suara khusunya untuk pengaduan layanan, pada 

pengaduan tindakan dapat dilihat dari apa yang dibutuhkan 

contohnya apa sudah diberikan nomor yang dapat dihubungi 

agar mempermudah masyarakat dalam memberikan keluhannya 

kepada kami pihak.
86

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

peneliti terkait dengan pelayanan yang diberikan pihak RSUD 

masyarakat bisa melakukan pengaduan secara langsung pada 

pelayanan di RSUD telah disediakan Gate 5 sebagai kotak pengaduan 

saran ditambah dengan nomor yang sudah tertera agar mempermudah 

masyarakat mengadukan keluhannya. Berdasarkan hasil observasi 

yang peneliti laksanakan tempat pengaduan bagi masyarakat sudah 

disediakan ruangan khusus sendiri Gate 5 oleh pihak penyelenggara 

layanan publik di RSUD. 

 Sebagai penyelenggara pemberi layanan seharusnya 

mengusahakan dalam pemberian layanan dengan tepat waktu, apapun 

kendalanya sebagai penyelenggara pemberi layanan para petugas 

seharusnya memikirkan jalan keluarnya, sehingga tercipta pelayanan 

yang tepat waktu agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang 

diberikan. Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, jangka 
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waktu yang diberikan RSUD dalam memberikan pelayanannya 

memang relatif lama dalam menyelesaikan keperluan masyarakat. 

2. Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang  

Faktor penghambat kualitas layanan adalah adanya permasalahan 

waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarkat, yang disebabkan oleh 

petugas layanan RSUD. Faktor permasalahan terkait ketepatan waktu 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman informasi masyarakat terkait 

peraturan pelayanan yang ada di rumah sakit. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dijelaskan oleh Bapak AW selaku Kepala Bagian Umum 

RSUD, sebagaimana berikut: 

Kalau sejauh ini penghambat pelayanan dari kami sendiri 

dikarenakan terkadang ada pasien baru datang yang lebih penting 

keluhannya didahulukan contohnya, adanya pasien yang datang 

dengan keluahan yang tidak terlalu parah misalkan dengan keluhan 

batuk, pilek. Sedangkan, ada pasien lain yang datang lebih 

membutuhkan perawatan cepat dikarenakan adanya penyakit serius 

contohnya, sakit jantung. Hal itu, menyebabkan petugas 

mendahulukan pelayanan bagi pasien tersebut.
87

 

 

Pendapat di atas juga diperkuat oleh pendapat Ibu FK selaku Sub 

Koordinator Tata Usaha di RSUD, sebagaimana berikut: 

Jika melihat dari fasilitas dan infrastruktur yang ada di RSUD, 

semua sudah cukup memadai sehingga jarang terjadi hambatan 

pada saat melayani kebutuhan masyarakat mbak, mungkin 

terhambatnya pelayanan dari sisi pihak resepsionis yang 

mendahulukan masyarakat dengan keluhan kesehatan yang lebih 

serius, hal itu menyebabkan masyarakat yang sudah terlebih dahulu 

melakukan pendaftaran harus menunggu lagi akibat adanya 

masyarakat yang lebih membutuhkan perawatan serius. 
88
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Jawaban dari staff di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto 

tersebut juga didukung oleh pendapat beberapa masyarakat yang sudah 

sering kali berkunjung ke RSUD, menurut pendapat Ibu MP sebagaimana 

berikut: 

Saya rasa perlu adanya peningkatan kecepatan atau batas waktu 

dalam memberikan pelayanannya mbak, agar proses selesainya 

layanan yang dibutuhkan masyarakat bisa cepat dan tepat waktu 

agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama, karena ketika saya 

dan keluarga saya sedang meminta arahan dalam pelayanan BPJS 

Kesehatan disini malah saya disuruh menunggu, oke kalau 

menunggunya sebentar, lah ini saya menunggu sudah hampir satu 

jam  menunggu diruang tunggu meminta untuk dilayani oleh 

petugas yang ada, petugasnya juga kurang cakap kalau menurut 

saya. Tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tidak 

disiplin, telat dalam memberikan pelayanannya seperti contohnya 

kepada saya dan keluarga saya, untungnya penyakit keluarga saya 

ini cuman tipes biasa tidak parah, apalagi misalnya sakitnya parah, 

rasanya saya tidak bisa membayangkan apakah masih bisa 

dikendalikan atau tidak, intinya mbak saya kecewa dengan 

pelayanan yang ada disini masyarakat juga tidak diberikan akses 

untuk mendapatkan informasi. Jika pelayanan terjadi karena 

keterlambatan waktu pelayanan maka masyarakat menjadi tidak 

puas terhadap layanan RSUD.
89

 

 

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan asumsi dari Ibu AS selaku 

masyarakat penerima layanan di RSUD, sebagai berikut: 

Jika dari pengalaman saya pernah mbak lama menunggu proses 

layanan administrasi, penyebabnya dikarenakan adanya kurangnya 

kinerja petugas layanan yang memadai, karena saya menunggu 

terlalu lama, saya bertanya kepada petugas layanan mengapa 

pelayanannya membutuhkan waktu yang lama, petugas layanan 

tersebut memberikan respon pelayanan yang kurang baik misalnya 

dengan muka yang ketus dan kurang ramah.
90

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di RSUD, 

peneliti menilai jika keadaan diatas adalah suatu hal yang kerap terjadi 
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diluar dugaan, dikarena hal tersebut juga menjadi tanggung jawab 

penyelenggara layanan publik. Dikarenakan kurangnya komunikasi antara 

masyarakat dengan petugas layanan, hal ini menyebabkan terjadinya 

hambatan pelayanan publik yang ada di RSUD dikarenakan waktu yang 

kurang efektif. 

C. Pembahasan Temuan 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada 

pembahasan temuan yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Haryoto Lumajang. Berikut merupakan penyajian dalam bentuk tabel terkait  

temuan pada saat melakukan penelitian: 

Tabel 4.1 

Hasil Temuan Penelitian 

No Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1. Analisis terhadap faktor 

efektivitas penerapan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang 

Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik?   

Berikut merupakan beberapa hal  

mengenai Analisis terhadap faktor 

efektivitas penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik yang diperoleh dari informan pada 

saat melakukan wawancara: 

 RSUD dr. Haryoto Lumajang sudah 
menjalankan dengan baik mengenai 

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

 Petugas dalam memberikan pelayanan 
publik masih kurang optimal dalam 

memberikan pelayanan bagi 

masyarakat penggunanya pada saat 

melakukan prosedur proses pelayanan. 

 RSUD dr. Haryoto Lumajang dalam 
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melangsungkan kegiatan layanan telah 

memenuhi kebutuhan sarana dan 

prasarana agar mempermudah pada 

saat proses pelayanan diberikan, 

seperti contoh: peralatan-peralatan 

medis di RSUD dr. Haryoto Lumajang 

telah memadai dan sarana pendukung 

lainnya seperti ketersediaan kursi roda 

yang cukup, dan ruang rawat inap 

yang cukup. 

 RSUD dr. Haryoto Lumajang dalam 

melakukan kegiatan layanan sudah 

berpedoman sesuai dengan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) yang 

ada di RSUD dr. Haryoto Lumajang. 

2. Apa saja faktor 

penghambat kualitas 

pelayanan publik di RSUD 

dr. Haryoto Lumajang?  

Faktor yang menyebabkan terhambatnya 

proses layanan publik yang ada di RSUD 

dr. Haryoto Lumajang disebabkan karena 

kurangnya tanggungjawab petugas 

layanan dalam memberikan jaminan 

ketepatan waktu kepada masyarakat 

pengguna layanan di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang. Tidak adanya informasi yang 

jelas mengenai terhambatnya proses 

pelayanan yang diberikan sehingga 

masyarakat yang menggunakan layanan 

merasa kurang puas terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh RSUD dr. Haryoto 

Lumajang. 

 

1. Analisis terhadap faktor efektivitas penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik memiliki 5 (lima) tolak ukur untuk 

mengetahui dijalankannya dengan baik atau tidak pelayanan tersebut harus 
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sesuai jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana 

dan prasarana, faktor masyarakat, faktor waktu.
91

    

 Mengenai standar pelayanan sendiri diatur dalam pasal 21 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan yang komponennya terdiri atas: 

a. Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan public; 

b. Persyaratan untuk melakukan pengurusan pelayanan; 

c. Prorsedur berupa langkah-langkah untuk melakukan proses pelayanan 

maupun, pengaduan layanan; 

d. Batas batas waktu; 

e. Biaya yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan; 

f. Bentuk layanan yang diberikan; 

g. Fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pemberian layanan; 

h. Kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan 

yang harus dimiliki pejabat pemberi layanan; 

i. Pejabat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan; 

j. Tata cara pengaduan pelayanan; 

k. Jumlah pelaksanaan pelayanan; 

l. Jaminan pemberian layanan demi menciptakan kepastian; 

m. Pemberian jaminan keamanan layanan; 

n. Evaluasi terkait kinerja pelaksana penyelenggara pelayanan yang 

dijelaskan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik.
92

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada 

saat kegiatan penelitian. Menunjukkan bahwa Implementasi Asas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perspektif Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik oleh pihak RSUD dr. 

Haryoto Lumajang, ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan 

                                                             
91 Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 9). 
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 Moh Taufik, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Tanah Air Beta 2022), 

81,http;//repository.upstegal.ac.id/3154/2/Hukum%20dan%20Kebijakan%20Publik.pdf. 
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mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik secara baik. Hal 

tersebut dikarenakan prosedur yang ada di RSUD sudah menerapkan 

dengan baik standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.  

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

publik, pihak RSUD dr. Haryoto Lumajang telah mengimplementasikan 

pasal tersebut dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang ada.  

Petugas RSUD dr. Haryoto Lumajang dalam memberikan pelayanan 

publik masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan bagi 

masyarakat penggunanya pada saat melakukan prosedur proses pelayanan. 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

RSUD dr. Haryoto Lumajang telah menyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai sehingga kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan dengan 

baik.
93

 

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa 

pelayanan publik sudah seharusnya memberikan jaminan atau kepastian 

waktu, ketepatan, kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan. Dalam hal 

ini pihak RSUD dr. Haryoto Lumajang harus menerapkan dengan baik 

mengenai pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
94
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 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
94

 Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita Negara Tahun 

2016 Nomor 9). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang 

sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, akan tetapi perlu 

adanya perbaikan mengenai peningkatan kualitas pelayanan yang tepat 

waktu terhadap masyarakat. 

Penelitian ini melalui implementasi asas penyelenggara 

pelaksanaan layanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar hukum 

penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, didalam melakukan pelaksanaan pelayana tersebut harus 

mempunyai sikap sebagai berikut: 

a. Adil dan tidak diskriminatif; 

b. Cermat; 

c. Ramah dan Santun; 

d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 

e. Professional 

f. Tidak mempersulit; 

g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 

h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 

penyelenggara; 

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. Terbuka dalam mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan; 

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

publik; 

l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat; 

m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan kewenangan yang 

dimiliki; 
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n. Sesuai dengan kepantasan; 

o. Tidak menyimpang dari prosedur.
95

 

 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi asas 

penyelenggaraan pelayanan publik sudah diselenggarakan dengan baik 

oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang, walaupun 

ada beberapa hal kendala-kendala yang menghambat pada pelaksanaan 

yang masih kurang optimal. Pada terlaksananya pelayanan baik tidak bisa 

lebas pada kinerja dari penyelenggara layanan. Dapat kita lihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa Implementasi Asas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang telah 

mengimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik.  

2. Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Publik di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

 Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi dasar hukum 

diwajibkannya penyelenggara pemerintahan dalam melakukan kegiatan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan 

Daerah  Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
96

 Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan 
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 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembar Negara 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
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 Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita Negara 

Tahun 2016 Nomor 9). 
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Publik mengatur terkait dengan kemudahan untuk memperoleh informasi 

selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam 

pelayanan publik.
97

 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar peningkatan kualitas 

dari pelayanan publik yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat.
98

 

 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

menjadi acuan hukum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. 

Ruang lingkup pemberian pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara 

layanan terdiri atas layanan jasa, barang maupun administrasi.
99

 

Penyelenggara pelayanan publik memiliki  kewajiban untuk 

menyelenggarakan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

Pasal 4 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik yang mengatur terkait dengan kecepatan, kemudahan dan 

keterjangkauan.
100

 Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar 

kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan publik di dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat secara berkualitas sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.
101

  

                                                             
97 Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita 

Negara Tahun 2016 Nomor 9). 
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 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita Negara Tahun 2016 

Nomor 9). 
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 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembar Negara Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
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 Pasal 4 huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembar 

Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 
101

 Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita Negara 

Nomor 9). 
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 Faktor  penghambat kualitas pelayanan publik yang terjadi di 

RSUD dr. Haryoto Lumajang dikarenakan dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan publik belum adanya kepastian ketepatan waktu yang diberikan 

oleh pihak penyelenggara pelayanan sehingga mengakibatkan tingkat 

kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu 

sendiri. Hal tersebut membuat proses pelayanan sedikit terhambat 

dikarenakan jaminan waktu yang tidak bisa ditentukan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. RSUD dr. Haryoto Lumajang 

dalam memenuhi janji kepuasan pelanggan mengenai ketepatan waktu 

pelayanan yang diberikan masih kurang dalam memberikan kecepatan 

pelayanannya hal ini yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan 

di RSUD dr. Haryoto Lumajang, masyarakat masih harus menunggu lama 

pada saat pengurusan layanan administrasi di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang. 

 Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pelayanan Publik menjelaskan mengenai penyelenggara 

wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan secara berkala 

dan berkelanjutan. Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan 

kapasitas pelaksana maupun kelengkapan saranan dan prasarana. 

Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
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dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelayanan yang 

diberikan.
102

 

 Pemberian pelayanan secara tepat waktu menjadi tolak ukur 

penyelenggara pelayanan yang berdasarkan pada asas pelayanan yang 

baik, terkait pada asas ini mengarah pada penyelenggara pelayanan dalam 

melakukan pemberian pelayanan dimana dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat penyelenggara layanan haruslah memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan ketepatan waktu sehingga dalam proses 

pelayanan tidak terhambat harus ada prosedur yang tertera sehingga 

memberikan kejelasan mengenai jaminan kepastian waktu kepada 

masyarakat. 

 Kesimpulan dari hal-hal diatas bahwa terhambatnya proses 

pelayanan yang ada di RSUD dr. Haryoto Lumajang dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya perbaikan mengenai 

masalah ketepatan waktu didalam menangani kebutuhan layanan 

masyarakat. Perlu adanya evaluasi dari pihak penyelenggara agar proses 

pelayanan publik di RSUD dr. Haryoto Lumajang tidak terhambat 

dikarenakan masalah ketepatan waktu.  
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 Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, (Berita Negara 

Nomor 9). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan diatas mengenai bagaimana kualitas 

pelayanan publik yang diberikan RSUD dr. Haryoto Lumajang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis terhadap faktor efektivitas penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang telah dijalankan 

dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dalam 

pelayanan yang diberikan RSUD dr. Haryoto Lumajang para petugas 

masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Mengenai sarana dan 

prasarana juga sudah cukup memadai mengenai jaminan waktu di RSUD 

dr. Haryoto Lumajang masih sering kali tidak sesuai dengan SOP 

(Standar Operasional Prosedur). 

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik yang ada di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang berupa kurangnya 

ketepatan janji petugas layanan dalam memberikan jaminan ketepatan 

waktu kepada masyarakat yang menerima layanan dan kurangnya 

tanggapan dari petugas layanan yang ada di RSUD dr. Haryoto Lumajang 

dalam menyelesaikan persoalan yang ada tidak adanya informasi yang 

diberikan mengenai terhambatnya proses pelaksanaan pelayanan publik di 

RSUD dr. Haryoto Lumajang. 
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  Terhambatnya proses pelayanan yang didapatkan masyarakat 

sebagai penerima pelayanan berupa waktu pelayanan yang diberikan 

sangat lama, tidak adanya informasi yang jelas mengenai masalah 

tersebut. Terhambatnya pelayanan disini masyarakat harus menunggu 

lama untuk mendapatkan pelayanan karena pihak penyelenggara layanan 

sendiri tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai  proses 

pelayanan yang diberikan lama. Adanya hambatan tersebut yang 

mengurangi kemudahan administrasi bagi masyarakat pengguna layanan 

yang mengakibatkan kurangnya kepuasan pelanggan pada saat menerima 

pelayanan di RSUD dr. Haryoto Lumajang. 

B. Saran 

 Berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanannya maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. RSUD dr. Haryoto perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan 

memberikan prosedur yang jelas mengenai informasi yang diberikan 

kepada masyarakat pengguna layanan. 

2. RSUD dr. Haryoto Lumajang harus membuat papan informasi yang jelas 

dan berisikan prosedur berbagai kepentingan layanan sehingga dapat 

mempermudah masyarakat pada saat melakukan proses pelayanan. 
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Lampiran 1: Dokumentasi Izin Penelitian 

 

 

 

Surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Syariah 

 

 

 



 

 

 

Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Politik  

 

 



 

 

 

 

Surat Laporan Selesai Penelitian Dari RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 

 

 



 

 

Lampiran 2: Jurnal Kegiatan Penelitian 

Jurnal Kegiatan Penelitian Oleh Nur Salsabil Islamiyah 

No Tanggal Jenis Kegiatan Nama Informan 

1.  

 

19 Juni 2023 

Melakukan 

permohonan izin 

penelitian ke 

Bangkesbangpol 

Kabupaten  Lumajang 

Diterima oleh bagian 

Pemerintah 

Bangkesbangpol 

Kabupaten Lumajang 

2.  

26 Juni 2023 

Menyerahkan berkas 

izin penelitian ke 

RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

Diterima oleh bagian 

rencana dan bagian 

pelayanan RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

3.  

18 Juli 2023 

Observasi sekaligus 

permohonan data 

penelitian ke RSUD 

dr. Haryoto Lumajang 

 

Bapak Agus Wahyudi, 

SKM. 

4.  

 

18 Juli 2023 

Melakukan 

wawancara dengan 

masyarakat pengguna 

layanan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

 

 

Inisial MBA 

5.  

19 Juli 2023 

Melakukan 

wawancara dengan 

Kepala  Bagian 

Pelayanan di RSUD 

dr. Haryoto Lumajang 

 

Bapak Bambang Heri 

Kartono, S.Kep.NS. 

6.  

 

19 Juli 2023 

Melakukan 

wawancara dengan 

masyarakat pengguna 

layanan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

 

 

Inisial AS 

7.  

20 Juli 2023 

Melakukan 

wawancara dengan 

Sub Koordinator Tata 

Usaha di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

 

 

Ibu Vitarini Kartika Dewi, 

SKM. 

8.  

 

20 Juli 2023 

Melakukan 

wawancara dengan 

masyarakat pengguna 

layanan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

 

 

Inisial YP 

 



 

 

9. 24 Juli 2023 Melakukan 

wawancara dengan 

masyarakat pengguna 

layanan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

 

Inisial YP 

10. 25 Juli 2023 Melakukan 

wawancara dengan 

Sub Koordinator 

Pelayanan Penunjang 

di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang 

 

 

Bapak Awan Sudibyo, 

AMK.SPd. 

11. 25 Juli 2023 Melakukan 

wawancara dengan 

masyarakat pengguna 

layanan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang 

 

 

Inisial MP 

 

  



 

 

Lampiran 3: transkip wawancara 

Nama   : Agus Wahyudi, SKM. 

Jabatan  : Kepala Bagian Umum  

Tanggal Wawancara : 18 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Apakah pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD dr. 

Haryoto Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 Pasal 23 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik? 

 Bapak Agus Wahyudi, SKM. : 

Sudah pasti sesuai ya mbak, karena kita membuat semua standar-

standarnya kemudian standar pelayanan minimal, SOP (Standar 

Operasional Prosedur) semua merujuk dari perundangan diatasnya seperti 

itu. Kalau tidak begitu pasti kita tidak punya value terhadap rumah sakit 

itu sendiri. 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Mengapa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan? 

 Bapak Agus Wahyudi, SKM. : 

Tujuan dari pedoman standar pelayanan ini kan gunanya untuk 

memberikan kepastian dan juga meningkatkan kualitas dalam kinerja 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan 

penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama    : Inisial MBA 

Jabatan  : Masyarakat pengguna layanan RSUD dr. Haryoto 

Tanggal Wawancara : 18 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Dari aspek biaya apakah RSUD dr. Haryoto Lumajang relatif terjangkau 

dibandingkan dengan rumah sakit lainnya? 

 Inisial MBA 

Kalau dari segi biaya itu relatif ya mbak, tergantung juga dari segi 

sakitnya apa tidak selalu sama mengenai biayanya itu sendiri. Karena kan 

setiap jenis sakitnya berbeda biasanya juga kebutuhan dari segi 

perawatannya juga berbeda, itu yang tidak bisa dibuat patokan setiap 

harganya yang murah ataupun lebih mahal karena kalau disemua rumah 

sakit saya kira sama ya mbak relatif semua biayanya tergantung dari 

kebutuhannya saja. 

 

Nama   : Bambang Heri Kartono, S.Kep.NS. 

Jabatan  : Kepala Bagian Pelayanan 

Tanggal Wawancara : 19 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari masyarakat 

akibat ketidakpuasan dalam pelayanan di RSUD dr. Haryoto Lumajang? 

 Bapak Bambang Heri Kartono, S.Kep.NS. : 

Kami dengarkan keluhan masyarakat secara antusias dan juga kami 

tunjukkan rasa empati dan ucapkan permintaan maaf akibat ketidakpuasan 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari kami. Kemudian kami 

akan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan 

dengan standar pelayanan yang ada. 

 

 

 



 

 

Nama   : Inisial AS 

Jabatan  : Masyarakat pengguna layanan RSUD dr. Haryoto 

Tanggal Wawancara : 19 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Apakah RSUD dr. Haryoto Lumajang memberikan jaminan terhadap 

pelayanan medis yang diberikan apabila terjadi kekeliruhhan atau 

kesalahan? 

 Inisial AS : 

Saya rasa seharusnya memang setiap rumah sakit harus mempunyai 

jamiman ya mbak karena kan itu tanggungjawab rumah sakit dalam 

memberikan pelayanannya kepada masyarakat. 

 

Nama   : Vitarini Kartika Dewi, SKM. 

Jabatan  : Sub Koordinator Tata Usaha  

Tanggal Wawancara : 20 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Apakah fasilitas dan sarana prasarana di RSUD dr. Haryoto Lumajang 

sudah cukup memadai baik dari segi alat-alat medis, tempat parker dll? 

 Ibu Vitarini Kartika Dewi, SKM. : 

Mengenai sarana dan prasarana di RSUD dr. Haryoto Lumajang sudah 

memadai ya mbak kami sudah menyediakan beberapa ambulance yang 

tersedia juga jumlah kursi roda yang cukup untuk mempermudah 

kebutuhan layanan masyarakat, kami sudah menyediakan ruang rawat inap 

yang sudah cukup memadai. 

 

 



 

 

Nama   : Inisial YP 

Jabatan  : Masyarakat pengguna layanan RSUD dr. Haryoto 

Tanggal Wawancara : 20 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan di RSUD dr. Haryoto 

Lumajang? 

 Inisial YP : 

Tinggal langsung mendaftar saja di resepsionis dengan membawa syarat-

syarat yang diperlukan, nanti akan diarahkan kembali sama petugasnya 

apa yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja.  

Nama   : Inisial YP 

Jabatan  : Masyarakat pengguna layanan RSUD dr. Haryoto 

Tanggal Wawancara : 24 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Apakah pihak RSUD dr. Haryoto Lumajang dalam pelaksanaan 

pelayanannya sudah menerapkan sesuai dengan SOP? 

 Inisial YP : 

Saya rasa disini sudah menjalankan layanannya sesuai dengan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) yang jelas, selama saya menggunakan 

layanannya para petugas sudah cukup baik dan membantu dalam 

memberikan pelayanannya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama   : Bapak Awan Sudibyo, AMK.SPd. 

Jabatan  : Sub Koordinator Pelayanan Penunjang 

Tanggal Wawancara : 25 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam 

pelayanan merespon masyarakat di RSUD dr. Haryoto Lumajang? 

 Bapak Awan Sudibyo, AMK.SPd. : 

Untuk faktor penghambat itu sendiri pasti ada ya mbak, yang sering terjadi 

masalah disini yang jelas penghambatnya ya karakteristik dari masyarakat 

ya mbak mengenai masalah miskomunikasi, karena setiap ada 

miskomunikasi kita juga sudah menyediakan Get 5 artinya Get 5 itu nanti 

ada dari petugas disini ditunjuk satu tim untuk terkait dengan semua 

komplain semua permasalahan baik itu secara langsung atau melalui sosial 

media  biasanya akan langsung ke Bupati mengenai pelayanannya yang 

lambat nah ini sebetulnya miskomunikasi saja, karena pada saat kita itu 

prosedur memang harus menemui ini harus melakukan dulu hasilnya harus 

pasti dulu, terkadang masyarakat tidak paham akan itu. Terkadang 

masyarakat ada yang dilompati kemudian komplain saya datangnya tadi 

kok duluan itu, padahal kita mendata tidak memakai mode siapa yang 

datang dulu lalu dilayani dulu kami tidak melayani seperti itu, kita melihat 

misalnya datang dari keluarga sudah lama menunggu dapat antrian nomor 

3 kemudian datang keluarga dengan nomor antrian 4 kemudian dilayani 

dengan langsung cepat, kita itu ada namanya triase misalnya contoh orang 

itu datang dengan keluhan digigit ular kemudian keluarga dengan nomor 

antrian 3 tadi datang dengan keluhan pilek misalnya, sedangkan keluarga 

dengan nomor antrian 4 dua detik suda meninggal kalau tidak langsung 

ditangani bisa fatal jadinya. Nah itu yang menyebabkan adanya 

miskomunikasi dengan masyarakat, maka dari itu kita sudah menyediakan 

Get 5 gunanya untuk menampung semua keluhan-keluhan masyarakat. 



 

 

Nama   : Inisial MP 

Jabatan  : Masyarakat pengguna layanan RSUD dr. Haryoto 

Tanggal Wawancara : 25 Juli 2023 

Diwawancarai Oleh : Nur Salsabil Islamiyah 

 Nur Salsabil Islamiyah 

Apa upaya yang dilakukan RSUD dr. Haryoto Lumajang untuk mengatasi 

kendala-kendala pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanannya? 

 Inisial MP : 

Dilihat dari kendalanya dari sisi penyelenggaraan pelayanan publiknya 

mengenai dari segi kurang responsive nya petugas pelayanan misalnya, 

seharusnya kan memang harus menerapkan semua layanan sesuai dengan 

standar pelayanannya. Upaya yang dilakukan oleh petugas dalam 

pelaksanaannya dengan cara melakukan perbaikan pelayanan mengenai 

kinerjanya.  

  



 

 

Lampiran 4: Dokumentasi 

 

 

Gambar 1: Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang 

 

 

Gambar 2: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Bapak Agus 

Wahyudi, SKM. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Bapak Bambang 

Heri Kartono, S.Kep.Ns. 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Ibu Vitarini 

Kartika Dewi, SKM. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Bapak Awan 

Sudibyo, AMK.SPd. 

 

 

 

Gambar 6: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Bapak Inisial 

MBA 



 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Ibu Inisial AS 

 

 

 



 

 

Gambar 8: wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Bapak Inisial YP 

 

 

Gambar 9: Wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Ibu Inisial YP 

 

 

 

Gambar 10: wawancara di RSUD dr. Haryoto Lumajang bersama Ibu Inisial MP 



 

 

 

 

 

Gambar 11: Ruang Tunggu di Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 

 

Gambar 12: Ruang Get 5 Tempat Pengaduan Suara Keluhan Masyarakat 



 

 

 

Gambar 13: Kantin RSUD dr. Haryoto Lumajang 

 

 

 

Gambar 14: Tempat Parkir di RSUD dr. Haryoto Lumajang 
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SOP Penanganan Pengaduan 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 5: Biodata Penulis 

 

BIODATA PENULIS 

 

a. Biodata Diri 

Nama    : Nur Salsabil Islamiyah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat   : Griya Panjaitan Permai Blok C-4  

Lumajang 

Tempat, Tanggal Lahir  : Banyuwangi, 30 Juni 2000 

Agama    : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Program Studi   : Hukum Tata Negara 

Fakultas   : Syariah 

Perguruan Tinggi  : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

b. Riwayat Pendidikan 

1. SDN Citrodiwangsan 1 Lumajang : 2007-2013 

2. MTS Putri Lumajang   : 2013-2016 

3. MAN Lumajang    : 2016-2019 

4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019-2023 

c. Pengalaman Organisasi 

Paskamanja MAN Lumajang  : 2016-2018 


